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SURAT EDARAN
NOMOR 900/1886/BPKAD/2026
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
Pemerintah Kabupaten Kendal diwajibkan untuk membuat Surat Edaran Kepala
Daerah perihal Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026.

Surat Edaran dimaksud dibuat dalam rangka memadukan, sinkronisasi dan
menjamin keselarasan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan secara adil
merata dan memperhatikan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup
Pemerintah Kabupaten Kendal.

Oleh sebab itu, Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sangat diperlukan, sebagai acuan Kepala
SKPD beserta jajarannya dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Tahun Anggaran 2026.

.. DASAR

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau



dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516).

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang—-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 112);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan
Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi,
dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020

2



tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang
Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 dilakukan karena
adanya hal-hal yang perlu disesuaikan antara lain :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum
Anggaran.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak sesuai
dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) disebabkan karena
adanya penambahan (pelampauan) atau pengurangan (penurunan)
beberapa jenis proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber
dan penggunaan pembiayaan yang semula telah ditetapkan dalam Kebijakan
Umum Anggaran Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

Perubahan-perubahan tersebut telah diformulasikan ke dalam Kebijakan
Umum Perubahan Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Perubahan (KUPA-PPASP) APBD Kabupaten Kendal Tahun 2026 yang telah
disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam Kebijakan KUPA-PPASP APBD Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2026 tersebut telah disajikan secara lengkap penjelasan
mengenai:

a. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

b. Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas
peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, Dana Alokasi
Khusus (DAK), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
(DBHCHT), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Umum Tambahan
(DAUT), Dana Desa (DD), dan bantuan keuangan yang bersifat khusus
dapat dilaksanakan dengan mengadakan perubahan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD dan ditampung dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD.

c. Capaian sasaran kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan yang
harus dikurangi dalam Perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak
tercapai.



d. Capaian sasaran kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan yang
harus ditingkatkan dalam Perubahan APBD apabila melampaui asumsi
KUA.

e. PPASP APBD yang dialokasikan kepada SKPD untuk Program dan
Kegiatan baru dan/atau pergeseran anggaran antar unit organisasi atau
antar kegiatan dalam satu unit organisasi, pergeseran rincian objek
belanja dalam objek belanja, pergeseran objek belanja dalam jenis
belanja.

f. Rencana Anggaran Pendapatan bagi SKPD yang menangani
pendapatan, baik target berkurang maupun target bertambah yang
menjadi tugas SKPD serta penambahan maupun pengurangan dalam
pembiayaan penerimaan.

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan,
antar sub kegiatan dan antar jenis belanja.

Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar
program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja yang
terjadi pada tahun anggaran berjalan, harus disesuaikan dan dihitung dalam
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
berkenaan.

Pergeseran sebagaimana tersebut diatas terjadi karena adanya
perubahan asumsi penggunaan/proyeksi penggunaan anggaran belanja
yang tidak sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat.
Ketidaksesuaian ini selanjutnya perlu ditampung dalam Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini mengandung maksud agar terjadi
sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah
Pusat yang telah ditetapkan.

3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran
berjalan.

SILPA merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.
Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya dialokasikan untuk
program dan kegiatan yang diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan/atau RKA-SKPD.

Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya dalam Perubahan APBD
Kabupaten Kendal digunakan antara lain untuk pendanaan :

a. Menutupi defisit anggaran

b. Membayar kewajiban bunga dan pokok utang.

c. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)
akibat adanya kebijakan pemerintah.

d. Mendanai kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

e. Mendanai Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil
(PNS) daerah.

f. Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan
sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun
anggaran berjalan.



g. Mendanai sub kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari
yang telah ditetapkan semula dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan
yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian
pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

4. Keadaan Darurat

Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk untuk keperluan
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Yang termasuk dalam keadaan darurat, antara lain :

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa ;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat menganggu kegiatan
pelayanan publik.

Sedangkan yang dimaksud dengan keperluan mendesak, antara lain:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

5. Keadaan Luar Biasa

Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau
pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar
dari 50% (lima puluh persen). Persentase 50% (lima puluh persen) adalah
merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan
belanja dalam APBD.

Perubahan APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 hanya dilakukan
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Oleh karena itu, dalam penyusunan
program dan kegiatan dalam Perubahan APBD Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2026 untuk penganggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu
pelaksanaannya baik secara administratif maupun secara fisik tidak dapat
diselesaikan sampai dengan tahun anggaran berakhir supaya dihindari,
kecuali kegiatan yang khusus nantinya akan dilaksanakan luncuran pada
Tahun Anggaran 2026. Hal ini dalam rangka pencapaian efisiensi, efektifitas,
dan akuntabilitas keuangan daerah terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Oleh
karena itu sebaiknya kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara
administratif maupun secara fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan tahun
anggaran berakhir agar dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya usulan perubahan program, kegiatan, sub kegiatan, dan
anggaran tersebut dituangkan dalam perubahan RKA dan disampaikan oleh
setiap SKPD yang bertanggungjawab menyusun anggaran sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan dalam Perubahan APBD
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 agar memprioritaskan hal-hal sebagai
berikut :



a. Kekurangan belanja gaji pegawai yang belum tercukupi pada penetapan

tahun anggaran 2026;

b. Melaksanakan penyesuaian APBD antara lain :

1) Melakukan penyesuaian Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(TKDD) setelah Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 ditetapkan, sesuai dengan amanat dari beberapa
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri keuangan
(KMK) terkait Transfer ke Daerah (TKD) yang mengalami perubahan;

2) Melakukan penyesuaian pagu SKPD dan pagu sub kegiatan, sebagai
akibat dari kurang maksimalnya target Pendapatan Asli Daerah dan
ketergantungan Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap pendapatan
transfer dari pusat, adanya isu terkait pengurangan alokasi transfer dari
Pemerintah Provinsi, serta meninjau kembali prioritas belanja daerah
untuk menghindari terjadinya defisit anggaran pada akhir tahun. Hal
tersebut sesuai dengan hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Kendal;

3) Melakukan penyesuaian Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
pada sumber dana earmark dan digunakan sesuai peruntukannya
masing-masing;

4) Pengadaaan barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa harus
memperhatikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan harus
memenuhi kewajiban penggunaan produk dalam negeri minimal 40%.

Program Pendampingan yang diwajibkan atas peraturan perundang-
undangan.

Program penanggulangan kemiskinan yang bersentuhan langsung kepada
hajat hidup masyarakat.

Program peningkatan kesejahteraan masyarakat baik bidang kesehatan,
pendidikan, sosial, ekonomi, dan bidang lain yang langsung dirasakan oleh
penduduk.

Pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.
Pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur jalan dan irigasi pertanian akibat
dari bencana alam dengan tujuan menormalkan kembali mobilitas arus
barang dan meningkatkan produktivitas pertanian dalam memperkuat
ketahanan pangan.

Pengembangan/rehabilitasi pusat-pusat perdagangan dan industri sebagai
penggerak pertumbuhan ekonomi dalam skala mikro, kecil, dan menengah.
Perbaikan permukiman penduduk dan pengadaan sarana air bersih serta
lingkungan hidup.

Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana peternakan, perkebunan,
dan perikanan dalam upaya mendukung perbaikan gizi masyarakat dan
mencegah penularan penyakit hewan.

Program pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan penguatan
kelembagaan pangan masyarakat.

Revitalisasi sistem penyuluhan bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan
dalam upaya penerapan kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan
dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat petani, nelayan,
peternak, petani hutan dan kebun serta masyarakat di pedesaan.



m. Program peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas
kehidupan melalui kegiatan-kegiatan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan dalam upaya terwujudnya kesetaraan dan
keadilan.

n. Program tanggap darurat dan penanggulangan bencana alam yang harus
sesegera mungkin diatasi dan langsung bersinggungan dengan rakyat.

0. Sumber dana earmark yang berasal dari pendapatan transfer pemerintah
pusat atau provinsi, yang telah ditentukan penggunaannya (earmarked),
dan tidak boleh dialihkan ke kegiatan lain yang telah diamanatkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan. Sumber dana tersebut adalah
sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil (DBH);
2. Dana Alokasi Umum (DAU), yang dibedakan menjadi 3 jenis, yang
disebut juga dengan DAU Spesific Grand yang terdiri dari :
a) DAU Spesific Grand Bidang Pendidikan;
b) DAU Spesific Grand Bidang Kesehatan;
c) DAU Spesific Grand Bidang Pekerjaan Umum.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
5. Dana Insentif Daerah (DID), yang telah diganti dalam

penyebutannya menjadi Dana Insentif Fiskal (DIF);

Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur;
Dana Desa,

Pendapatan Bagi Hasil Pajak;

Bantuan Keuangan Umum,;

10. Bantuan Keuangan Khusus;

11. Pendapatan Hibah,;

12. Dana Darurat; dan

13. Pendapatan Hibah Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).

©®~No

POKOK-POKOK PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2026.

APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan
kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam Anggaran
Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Anggaran Pembiayaan.

1. UMUM

Berdasarkan Nota Kesepakatan tentang KUPA-PPASP yang telah disepakati
dan masing—masing telah dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang
ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), proses selanjutnya adalah menyusun
Perubahan RKA-SKPD APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam penyusunan
Perubahan RKA-SKPD, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Perubahan RKA-SKPD dapat berupa peningkatan atau pengurangan
capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan
semula.



b. Dalam Perubahan RKA-SKPD agar dijelaskan capaian target kinerja,
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, serta
pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah
penetapan.

c. Apabila dalam penetapan APBD terjadi pergeseran anggaran baik pada
rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan, pergeseran antar unit
organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja agar diformulasikan ke
dalam Rancangan Perubahan RKA-SKPD.

d. Kegiatan yang berasal dari Dana Transfer dan sudah dilaksanakan dengan
merubah Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2026 agar ditampung dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

e. Penyusunan Perubahan RKA-SKPD dalam rincian penggunaan belanja
agar berpedoman pada standarisasi indeks harga satuan yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kendal.

f. Perubahan RKA-SKPD memuat Rencana Pendapatan sebelum dan
sesudah perubahan, Rencana Belanja untuk masing-masing program,
kegiatan sebelum dan sesudah perubahan, dan rencana penerimaan dan
pengeluaran pembiayaan sebelum dan sesudah perubahan.

g. Perubahan RKA-SKPD yang dibuat harus memuat informasi tentang
unsur pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang
akan dicapai dari program, dan kegiatan.

h. Penyusunan Perubahan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan
penganggaran berdasarkan kinerja dengan berpedoman pada indikator
kinerja, tolok ukur, dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja,
standar harga satuan, rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD), dan
Standar Pelayanan Minimal (SPM);

i. Perubahan RKA-SKPD dibuat untuk program dan kegiatan yang
mengalami penambahan/pengurangan dan pergeseran.

. PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN

Kepala SKPD pengelola pendapatan menyusun Perubahan RKA Pendapatan
yang memuat kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan daerah,
yang dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD yang bersangkutan ke dalam
Perubahan RKA-SKPD Pendapatan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Perubahan RKA-SKPD Pendapatan agar berpedoman pada hal
— hal sebagai berikut:

a. Nominal target anggaran pendapatan agar disesuaikan dengan target
pendapatan yang tercantum dalam KUPA dan PPASP yang telah
disepakati;

b. Memuat secara lengkap kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub
rincian objek pendapatan daerah yang dipungut/dikelola/diterima oleh
SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

c. Memuat dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang
mengaturnya. Dasar hukum tersebut dapat berupa Peraturan Daerah,
Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Perundang- undangan lainnya,;



. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan secara bruto, mempunyai makna

bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan
belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut
dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah Pusat/Daerah lain dalam
rangka bagi hasil;

. Memuat volume, satuan dan tarif/harga untuk masing—masing objek

pendapatan dengan disertai dasar penurunan/kenaikan objek pendapatan
pada kolom keterangan;

Disalin kembali, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak
mengalami perubahan/tetap dengan disertai penjelasan latar belakang
perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun
setelah dilakukan perubahan;

. Dalam rangka transparansi penganggaran pendapatan setiap rincian objek

Pendapatan Asli Daerah agar dicantumkan target/volume dan satuan tarif
pemungutan sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan;

. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pungutan Daerah Lainnya yang

dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan
untuk membayar. Masyarakat yang mempunyai kemampuan pendapatan
rendah secara proporsional diberi beban yang sama, sedangkan
masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberi
beban yang tinggi pula;

Anggaran Pendapatan yang bisa dinaikkan targetnya dalam Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2026 supaya dihitung secara cermat dan teliti
sesuai dengan potensi yang ada, sedangkan anggaran pendapatan yang
diperkirakan turun sedapat mungkin dipertahankan sama dengan pada
saat penetapan APBD;

Berkaitan dengan poin peningkatan pendapatan daerah dari pajak dan
retribusi, maka diperlukan adanya intensifikasi dan ekstensifikasi
pendapatan secara terus-menerus dan maksimal guna upaya peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan selalu menghindari dan
memperkecil akibat negatif terhadap perekonomian daerah;

. Mencantumkan alasan/sebab bertambahnya atau berkurangnya anggaran

pendapatan serta hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan
pemungutan;

Memperkecil biaya operasional pemungutan pendapatan daerah dengan
cara merasionalisasi kembali biaya operasional pemungutan yang telah
ditetapkan agar seimbang dengan penerimaan yang diperoleh.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas
Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan
lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui
sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun
anggaran. Kebijakan pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut:

1.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan bagian dari pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
lain-lain PAD yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Selanjutnya PAD meliputi:



1.1.Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang
mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi jenis pajak
daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang- Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3) Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4) Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan.

5) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah serta penyesuaian
target pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran
berkenaan dilakukan dalam penyusunan APBD/perubahan APBD.
Selanjutnya, penyesuaian target pajak daerah dan retribusi daerah tidak
dapat dilakukan dalam perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD.

6) Penetapan kebijakan pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah,
untuk memperhatikan kondisi masyarakat agar tidak menimbulkan
beban khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

7) Penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, nilai objek
pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah disertai dengan analisis
dampak sosial-ekonomi masyarakat serta hasil penilaian atas objek
pengenaan pajak dan retribusi daerah terlebih dahulu disosialisasikan
kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
dan berlandaskan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, sebagai berikut:
a) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota:
(1) dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri atas:
(a) Pajak Bumidan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
(b) Pajak Reklame;
(c) Pajak Air Tanah (PAT);
(d) Opsen PKB; dan
(e) Opsen BBNKB.
(2) dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri
atas:
(a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
(b) PBJT:
I. makanan dan/atau minuman;
ii. tenaga listrik;
iii. jasa perhotelan;
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iv. jasa parkir; dan
v. jasa kesenian dan hiburan;
(c) Pajak MBLB; dan
(d) Pajak Sarang Burung Walet.
b) Retribusi daerah, terdiri atas:
(1) retribusi jasa umum, meliputi:

(a) pelayanan kesehatan;

(b) pelayanan kebersihan;

(c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;

(d) pelayanan pasar; dan

(e) pengendalian lalu lintas.

(2) retribusi jasa usaha, meliputi:

(a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir,
pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

(b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil
hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat
pelelangan;

(c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

(d) penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;

(e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

() pelayanan jasa kepelabuhanan;

(g9) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

(h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan
menggunakan kendaraan di air;

() penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

() pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau

optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status
kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) retribusi perizinan tertentu, meliputi:

(a) persetujuan bangunan gedung;

(b) penggunaan tenaga kerja asing; dan

(c) pengelolaan pertambangan rakyat.
Berkaitan dengan hal tersebut, pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah dilakukan berdasarkan perda tentang pajak daerah dan retribusi
daerah pada masing-masing Pemerintah Daerah provinsi dan
kabupaten/kota.

1.2. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan
penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

2) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan TA 2026 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang
dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat
lainnya dalam jangka waktu tertentu, guna meningkatkan efisiensi,
efektivitas, dan akuntabilitas inventasi Pemerintah Daerah, berupa:

a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa
deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang
mendapatkan investasi Pemerintah Daerah,;
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b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi
sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu

sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam
jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang
bersangkutan; dan/atau

e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi
Pemerintah Daerah; sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang- undangan.

1.3.Lain-Lain PAD Yang Sah
1) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak
daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan.
2) Lain-lain PAD yang sah diurai kedalam objek yang terdiri atas:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

)
)

Hasil Penjualan dan Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar;

Hasil Kerja Sama Daerah;

Jasa Giro;

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;

Pendapatan Bunga,;

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;

Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap
Mata Uang Asing;

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta
Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan;

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda;

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;

Pendapatan dari Pengembalian;

Pendapatan BLUD;

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP);

Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht);
Pendapatan Zakat, Infagq, Shadaqgah, dan Wakaf;

Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak;

Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah (DAD);

Pungutan bagi Wisatawan Asing; dan

Pendapatan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

2. Pendapatan transfer
Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah
pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

1.1 Transfer Pemerintah Pusat

1)

Pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat
berupa TKD ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang
mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan
kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

Penetapan pendapatan TKD berdasarkan kebijakan TKD
mengacu pada RPJMN dan ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait, selaras dengan RKP dan dituangkan dalam nota
keuangan dan rancangan APBN TA 2026. Kebijakan disampaikan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dibahas terlebih
dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah.

Arah kebijakan TKD dalam RKP Tahun 2026 adalah sebagai

berikut:

a) Mengarahkan pemanfaatan TKD berdasarkan perencanaan
berbasis Tematik Holilstik Integratif dan Spasial (THIS);

b) Mengarahkan kebijakan TKD dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi, penurunan kemiskinan absolut, dan peningkatan
kualitas SDM di daerabh;

c) Mensinergikan pemanfaatan TKD dengan sumber pendanaan
lainnya untuk mendorong belanja daerah yang produktif dan
berkualitas;

d) Mengarahkan kebijakan serta pengalokasian TKD yang bersifat
asimetris sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah;
dan

e) Meningkatkan kualitas tata kelola TKD, mulai dari perencanaan,
pengalokasian, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi untuk
mendukung pencapaian prioritas nasional serta target
pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber

dari TKD berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya

dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi

TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan

Peraturan Presiden.

Selain menganggarkan pendapatan TKD dari alokasi yang

ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai

APBN dan peraturan presiden mengenai rincian APBN yang

memuat rincian alokasi TKD bagi provinsi dan kabupaten/kota

dapat juga berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan
melalui portal Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat penyesuaian kebijakan efisiensi/pengalihan

dalam APBD TA 2026 atas rincian TKD dan memperhatikan

kebijakan efisiensi TKD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
untuk TA 2025 sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri

Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian

Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,

Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap rincian

pendapatan yang bersumber dari TKD dimaksud sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pendapatan TKD terdiri dari:

a) Dana Bagi Hasil (DBH);
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b) Dana Alokasi Umum (DAU);
c) Dana Alokasi Khusus (DAK);
d) Dana Otonomi Khusus;
e) Dana Keistimewaan; dan
f) Dana Desa.
8) Selain TKD, terdapat Dana Insentif Fiskal yang diberikan kepada
daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.

1.2 Transfer Antar Daerah
1) Pendapatan Bagi Hasil

a) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari
pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah
Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pendapatan bagi hasil kabupaten/kota yang bersumber dari bagi
hasil pajak provinsi meliputi:

(1) hasil penerimaan PBBKB;

(2) hasil penerimaan PAP; dan

(3) hasil penerimaan Pajak Rokok,

berpedoman pada Perda provinsi mengenai bagi hasil kepada
kabupaten/kota.

c) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil
Pajak Daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada
perhitungan pagu alokasi belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dihitung berdasarkan:
(1) rencana pendapatan pajak daerah dalam APBD dan

Perubahan APBD Provinsi; dan
(2) utang salur bagi hasil pajak tahun anggaran sebelumnya.

d) Hasil perhitungan alokasi sementara bagi hasil Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf c) ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur dan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam APBD dan Perubahan APBD
Kabupaten/Kota.

e) Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2026
mendahului  penetapan  APBD  provinsi TA 2026,
penganggarannya didasarkan pada penganggaran bagi hasil
pajak daerah TA 2025 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil
pajak daerah TA 2024.

f) Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah kabupaten/kota
yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi
akibat pelampauan target TA 2025, dianggarkan dalam Perda
tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah
yang melakukan Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD TA 2026.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

a) Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima
dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama
daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan,
dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi

14



atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya.

b) Pendapatan bantuan keuangan yang berasal dari provinsi
dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:

(1) pendapatan bantuan keuangan umum yang merupakan dana
yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama
daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan
keuangan.

(2) pendapatan bantuan keuangan khusus yang merupakan
dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

c) Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam
APBD penerima pendapatan bantuan keuangan berdasarkan
pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

(1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;

(2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;

(3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan

(4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

d) Penganggaran  pendapatan bantuan keuangan harus
berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum
dalam Perda mengenai APBD pemberi bantuan keuangan
dimaksud.

e) Dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan
bantuan keuangan bersifat umum diterima setelah Perda
mengenai APBD TA 2026 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus
menganggarkan pendapatan bantuan keuangan dimaksud pada
Perda tentang Perubahan APBD TA 2026.

f) Dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan
bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah Perda
mengenai APBD TA 2026 ditetapkan, Pemerintah Daerah
menyesuaikan pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus
dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang
Penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang
Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam
LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan
APBD TA 2026.

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

1) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan merupakan penerimaan pendapatan daerah yang
diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pendapatan bagi hasil pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus
(IUPK) atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.

a) pendapatan bagi hasil pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral
Logam dan Batubara merupakan pembagian keuntungan bersih
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 129 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

15



b)

d)

Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor
15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau
Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan
Batubara;

pemegang IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi untuk
pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar
sebesar 4% (empat persen) kepada pemerintah pusat dan 6%
(enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih
sejak berproduksi.

keuntungan bersih bagian pemerintah pusat dan Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b) tidak dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak dapat dibebankan
pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Mineral dan Batubara.

bagian Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut: Pemerintah
Daerah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5% (satu koma lima
persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota Penghasil mendapat
bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen), dan Pemerintah
Daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama sebesar
2% (dua persen).

bagian Pemerintah Daerah dimaksud diperhitungkan mulai awal
tahun kalender berikutnya setelah tahun diterbitkannya IUPK
sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian.

ketentuan mengenai tata cara pengenaan, penghitungan,
pembayaran, dan/atau penyetoran bagian Pemerintah Daerah
provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota penghasil
sebagaimana pada angka 3) diatur dengan perda atau perkada
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pendapatan bonus produksi panas bumi

a)

b)

bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal

dari bonus produksi pengusahaan panas bumi sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus

Produksi Panas Bumi, dengan mempertimbangkan:

(1) realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun
terakhir; dan

(2) rencana produksi pengesahan panas bumi pada tahun
berkenaan,

sehingga anggaran dimaksud dapat dimanfaatkan untuk
pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) TA berkenaan, baik yang
bersifat kontraktual maupun nonkontraktual.

pendapatan bonus produksi pengusahaan panas bumi sesuai
dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016, diprioritaskan
penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
sekitar Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP),
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dengan ketentuan:

(1) besaran prioritas pemanfaatan bonus produksi dialokasikan
paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) untuk
masyarakat sekitar PLTP;

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun ketentuan
terkait kriteria masyarakat sekitar daerah penghasil panas bumi
untuk tingkat kecamatan dan/atau desa;

(3) pemanfaatan pendapatan bonus produksi diprioritaskan untuk
bidang infrastruktur berupa penyediaan air minum (SPM),
Pengelolaan Air Limbah (SPM), pembangunan jalan,
penerangan (penyediaan listrik), penyediaan air bersih,
pengelolaan sampah dan bidang lain sesuai dengan kebutuhan
masyarakat setempat; dan

4) Pendapatan Dividen Divestasi Saham pada Pemegang Izin Usaha
Pertambangan (IUP) dan IUPK pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi
dalam rangka Penanaman Modal Asing. Pendapatan ini diterima oleh
Pemerintah Daerah yang bersumber dari dividen hasil divestasi badan
usaha pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi
dalam rangka penanaman modal asing apabila saham hasil divestasi
dimiliki oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2025
serta Pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara.

3. PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
(RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui
sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu)
tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan
Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan,
sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek
belanja daerah.
a. Belanja Operasi
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-
hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
Belanja operasi dirinci atas jenis:
1) Belanja Pegawai
a) belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi
yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah,
pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17



b)

d)

f)

9)

pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan

kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:

(1) kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan
keluarga, tunjangan melekat, Tambahan Penghasilan Pegawai
(TPP), jaminan kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
Jaminan Kematian (JKM) dan belanja penerimaan lainnya bagi
kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota
DPRD serta ASN;

(2) belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil
kepala daerah termasuk diantaranya insentif pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang
diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

(3) belanja penerimaan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan
anggota DPRD.

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah
di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (tambahan
penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru,
dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah
ditentukan penggunaannya) paling tinggi 30% (tiga puluh persen)
dari total belanja APBD.
Dalam hal persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang
dialokasikan melalui TKD telah melebihi 30% (tiga puluh persen)
dari total belanja APBD, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan
porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD paling lambat
pada TA 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penganggaran belanja pegawai bagi:

(1) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada
SKPD Sekretariat Daerah

(2) pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada SKPD
Sekretariat DPRD; dan

(3) pegawai ASN dianggarkan pada masing-masing SKPD.

Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan subkegiatan

yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek

belanja honorarium, rincian objek belanja dan subrincian
objek belanja honorarium ASN.

Penganggaran Belanja pegawai agar ditempatkan pada 1 (satu)

sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Belanja

pegawai tersebut terdiri dari :

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;

2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objekiif
Lainnya ASN;

4. Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
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5. Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah/BLUD (selain
belanja jasa pelayanan).

Sehubungan dengan hal tersebut, belanja pegawai diuraikan berupa:
1.1 Gaji dan Tunjangan

a)

b)

d)

f)

Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK)
memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN,
pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji
berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai
dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5%
(dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok
dan tunjangan.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala
daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN
(PNS dan PPPK) pada APBD TA 2026 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran
jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang
terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota
DPRD, PNS Daerah, dan PPPK terdiri atas gaji atau upah pokok,
tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum,
tunjangan profesi termasuk tunjangan profesi guru dan tambahan
penghasilan bagi ASN Daerah yang berlaku sejak tahun 2020
berdasarkan besaran pagu yang ditetapkan dalam Perkada mengenai
TPP sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82
Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 tentang Jaminan Kesehatan. Selanjutnya, iuran bagi peserta
PPU selain peserta yaitu sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah
per bulan dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi
kerja dan iuran 1 % (satu persen) dibayar oleh peserta, yang
dibayarkan secara langsung oleh pemberi kerja, sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 59 Tahun 2024.

Dalam melakukan perhitungan kebutuhan anggaran penyelenggaraan
jaminan kesehatan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan
dan anggota DPRD serta ASN, Pemerintah Daerah berkoordinasi
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Penganggaran penyelenggaraan JKK dan JKM bagi kepala
daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN
pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

1.2 TPP
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a)

b)

c)

d)

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan atau
tunjangan kinerja kepada pegawai ASN pada Pemerintah Daerah
dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas
jabatan dan kemampuan keuangan daerah.

Pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada

pegawai ASN dengan persetujuan DPRD dilakukan pada saat

pembahasan KUA dan PPAS yang dilakukan dalam tahapan
penyusunan APBD induk sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan umum pemberian TPP ASN:

(1) penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan
pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja,
kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif
lainnya;

(2) pemberian TPP ASN ditetapkan dengan Perkada dengan
berpedoman pada peraturan pemerintah;

(3) dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala
daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat
persetujuan Menteri. Persetujuan Menteri diberikan setelah
mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan;

(4) dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (3),
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana
Transfer Umum (DTU) atas usulan Menteri;

(5) dalam penyusunan perkada mengenai pemberian tambahan
penghasilan atau tunjangan kinerja ASN berpedoman
pada ketentuan mengenai tata cara persetujuan Menteri
terhadap pemberian TPP ASN di Pemerintah Daerah;

(6) Pemberian TPP ASN dianggarkan untuk keperluan setiap bulan
dalam 1 (satu) TA;

(7) Pemberian TPP untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ketiga
belas kepada ASN daerah berpedoman pada ketentuan mengenai
pemberian THR dan gaji ketiga belas setiap tahun sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kriteria penetapan besaran TPP

Dalam menentukan penetapan besaran TPP ASN TA 2026,

Pemerintah Daerah agar memperhatikan:

(1) TPP ASN pada Pemerintah Daerah diberikan sebagai apresiasi
atas kinerja individu yang dibayarkan setiap bulan.

(2) Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi
kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi
jabatan ASN terutama jabatan yang relatif berdampak tingginya
risiko terjadinya korupsi.

(3) Menggunakan perhitungan basic TPP ASN berdasarkan indeks
tahun 2024 atau tahun sebelumnya yang masih berlaku meliputi
kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan
konstruksi, dan/atau indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
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(4) Mengintegrasikan dan memformulasikan pemberian insentif,
lembur, honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau bagian apapun
yang diterima ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan
peraturan perundang- undangan yang diterima ASN ke dalam
formula TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja, tempat
bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja,
dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan
mempertimbangkan tugas dan fungsi terkait pemberian
honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau yang menjadi bagian
apapun yang diterima ASN menjadi bagian kelas jabatan.
Selanjutnya, bagian apapun yang diterima ASN sepanjang
diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan
dimaksud berupa:

(a) insentif pemungutan pajak dan retribusi;

(b) jasa pelayanan;

(c) TPG, TKG, Tamsil Guru yang bersumber dari DAK nonfisik.

(5) Sebagai tindaklanjut rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) terkait indeks pengelolaan BMD serta untuk mendorong
perbaikan tata Kelola pemerintahan pada area pengelolaan
BMD berupa terwujudnya penambahan penghasilan pegawai
yang ditugaskan pada pengelolaan BMD guna mendorong
peningkatan kinerja dan pengelolaan BMD yang berintegritas
sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan BMD yang
berakibat tindak pidana korupsi, memprioritaskan pemberian TPP
ASN bagi pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan
BMD diberlakukan pengaturan mengenai besaran TPP telah
memperhitungkan dan/atau mempertimbangkan kelas jabatan
untuk tugas dan fungsi pejabat atau pegawai yang melaksanakan
pengelolaan BMD.

(6) Memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional
dokter spesialis/subspesialis ASN mengacu pada hasil evaluasi
jabatan terutama dukungan untuk dokter spesialis/subspesialis
yang bekerja pada fasilitas kesehatan pada daerah tertinggal,
terpencil dan terluar.

(7) Mengalokasikan anggaran TPP bagi inspektorat daerah
berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan:

(a) besaran alokasi anggaran TPP inspektur daerah lebih kecil
dari sekretaris daerah namun lebih besar dari kepala
perangkat daerah lainnya,;

(b) besaran alokasi anggaran TPP jabatan administrator dan
pengawas, serta jabatan fungsional tertentu pada inspektorat
daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas
serta jabatan fungsional tertentu pada perangkat daerah
lainnya.

2) Belanja Barang dan Jasa
Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua
belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual
kepada masyarakat/pinak ketiga/pihak lain dalam rangka
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melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna
pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada SKPD
terkait serta diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa,
belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang
dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

2.1 Belanja barang

Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan
barang bekas dipakai serta belanja barang untuk dijual/diberikan
kepada masyarakat/pinak ketiga/pihak lain. Selanjutnya,
kebijakan belanja barang digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang, meliputi:

a) Belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan
barang bekas dipakai yang disesuaikan dengan kebutuhan
nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD,
standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah
pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan
estimasi sisa persediaan barang TA 2025 dengan menerapkan
digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi
dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b) Sehubungan dengan belanja barang pakai habis berupa
Belanja makanan dan minuman rapat dengan memperhatikan,
sebagai berikut:

(1) Belanja makanan dan minuman rapat hanya
diperbolehkan untuk rapat yang melibatkan pihak luar
instansi  Pemerintah  Kabupaten Kendal atau
masyarakat umum sebagai peserta dan diharuskan
memilih salah satu komponen belanja makanan dan
minuman  (snack atau makan), kecuali yang
diselenggarakan dari sub kegiatan yang bersumber dana
earmark (sumber dana yang dibiayai oleh pemerintah
pusat dan/atau provinsi yang peruntukannya diatur oleh
ketentuan perundang-undangan).

(2) Belanja makanan dan minuman rapat dianggarkan pada
sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD, kegiatan Administrasi Umum Perangkat
Daerah, program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam pelaksanaan sub
kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana earmark tersebut
diharuskan memilih salah satu komponen belanja makanan
dan minuman (snack atau makan), dan wajib dilaksanakan
dengan surat pemberitahuan kepada Bupati Kendal.

c) Belanja Pakaian Dinas dan Atribut ASN tidak
diperbolehkan untuk dianggarkan kecuali untuk pakaian

22



dinas KDH, WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD, pakaian

petugas penyelamatan, Petugas Kebersihan Drainase

Perkotaan, Petugas Satgas Kebersihan dan Pertamanan, dan

pakaian Paskibraka di Tingkat Kabupaten.

d) Belanja barang pakai habis untuk seminar kit, tas, suvenir,
kaos, pakaian batik untuk kegiatan rapat, bimbingan
teknis, sosialisasi, dan sejenisnya tidak diperbolehkan
untuk dianggarkan, kecuali bagi sub kegiatan yang dibiayai
oleh sumber dana earmark (sumber dana yang dibiayai oleh
pemerintah pusat dan peruntukannya diatur oleh ketentuan
perundang-undangan), dan dianggarkan pada kode rekening
belanja bahan-bahan-lainnya atau Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya.

e) Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain merupakan pengeluaran
anggaran belanja daerah untuk pengadaan barang yang
dimaksudkan untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi
serta strategi pencapaian sasaran prioritas daerah
berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam
RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, tidak termasuk dalam
kriteria hibah dan bantuan sosial, dengan memperhatikan:

(1) asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas
dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan
subkegiatan prioritas pemerintahan daerabh;

(2) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh
SKPD terkait;

(3) usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait.

f) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga
beli/lbangun atas barang yang akan diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang
terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai
siap diberikan.

g) Dalam hal barang untuk dijual/diberikan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain berupa pembangunan
bangunan gedung negara yang Dbersifat  konstruksi
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) dianggarkan dalam APBD dengan mengikuti konsep full
costing atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja
barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain sebesar harga perolehan/beli/bangun aset
ditambah seluruh komponen biaya pembangunan
bangunan gedung negara berupa belanja yang terkait
dengan pengadaan/pembangunan aset sampai Ssiap
digunakan.

(2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara
tersebut menjadi satu kesatuan penganggaran belanja
barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain meliputi biaya pelaksanaan konstruksi,
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biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan
biaya pengelolaan kegiatan, dengan memperhatikan:

(@)

(b)

()

(d)

biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling
banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan
konstruksi fisik bangunan gedung negara.
biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling
banyak yang digunakan untuk  membiayai
perencanaan bangunan gedung negara. Biaya
perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau
penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan
yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga
penunjang, materi dan penggandaan laporan,
pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya
rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya
komunikasi, asuransi atau pertanggungan
(professional indemnity insurance), dan pajak dan
iuran daerah lainnya.
biaya pengawasan teknis berupa:
i. Biaya pengawasan konstruksi
merupakan biaya paling banyak yang digunakan
untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi
Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Biaya
pengawasan konstruksi meliputi honorarium tenaga
ahli dan tenaga penunjang, materi dan
penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa
peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan
lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan
dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen
pendaftaran, asuransi atau pertanggungan
(professional indemnity insurance), dan pajak dan
iuran daerah lainnya; atau
ii. Biaya manajemen konstruksi
merupakan biaya paling banyak yang digunakan
untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi
Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang
meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga
penunjang, materi dan penggandaan laporan,
pembelian dan atau sewa peralatan, sewa
kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar
kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen
sertifikat  laik  fungsi, penyiapan dokumen
pendaftaran, asuransi atau pertanggungan
(professional indemnity insurance), dan pajak dan
iluran daerah lainnya.
biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling
banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan
pengelolaan kegiatan Pembangunan Bangunan
Gedung Negara. Biaya pengelolaan kegiatan
digunakan untuk biaya operasional = SKPD, yang
digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia
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lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan,
bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan
laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman
kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran
bangunan gedung negara.

(e) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis,
biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan
kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap
biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan
klasifikasi bangunan gedung negara dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2.2 Belanja Jasa

Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan yang
dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa
keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan
kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan
pencapaian target kinerjanya, berupa jasa kantor, asuransi, sewa
rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat
berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi,
ketersediaan layanan (availibility payment), beasiswa pendidikan
PNS, kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta
pendidikan dan pelatihan, insentif pemungutan pajak daerah bagi
pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi
pegawai non ASN. Selanjutnya, kebijakan belanja jasa digunakan
untuk menganggarkan pengadaan jasa, meliputi:

a) Penganggaran jasa kantor

(1) penganggaran jasa/honorarium sebagai imbalan yang
diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan
jabatan/keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan
dalam perjanjian/penugasan/keputusan, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan
kepada pihak lain atas pemberian layanan berupa telepon,
air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya;

(3) penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk
menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD
terkait berupa asosiasi Pemerintah Daerah provinsi,
asosiasi Pemerintah Daerah kabupaten, asosiasi
pemerintah kota, asosiasi DPRD provinsi, asosiasi DPRD
kabupaten, asosiasi DPRD kota dan asosiasi lainnya yang
diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

(4) penganggaran jasa pelaksanaan transaksi keuangan
digunakan untuk menganggarkan biaya pengelolaan
terkait dengan pembiayaan utang daerah sesuai dengan
perjanjian pembiayaan utang daerah.
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(5) Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal melarang untuk
mengangkat Pegawai non ASN/ outsourcing / alih daya
atau nama lainnya selain pegawai ASN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.1/227/SJ  tanggal 16 Januari 2025 Hal
Penganggaran Gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Dasar
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur.
Untuk itu, Pemerintah Daerah hanya menganggarkan
dalam jenis belanja pegawai bagi ASN, kepala
daerah/wakil kepala daerah dan DPRD.

(6) Kode Rekening Belanja Penyelenggaraan Acara
digunakan hanya untuk kegiatan yang diadakan oleh pihak
ketiga dalam hal ini Event Organizer, dalam satu kesatuan
yang utuh dan tidak terpisah-pisah.

(7) Penganggaran untuk Belanja jasa pelayanan BLUD
dianggarkan di belanja barang dan jasa, pada rekening
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
(5.1.02.02.019.00001) untuk ASN, sedangkan untuk Non
ASN dianggarkan pada rekening Belanja Jasa Pelayanan
Kesehatan bagi Non ASN (5.1.02.02.001.00077).

b) Penganggaran iuran jaminan/asuransi dengan ketentuan:

(1) menganggarkan iuran jaminan kesehatan yang terdiri dari
Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) atau
sebutan lainnya, kepala desa dan perangkat desa, bantuan
iuran, kontribusi iuran, iuran PBPU yang didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah;

(2) menganggarkan iuran jaminan kesehatan untuk PNPNSD
dengan batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang
digunakan sebagai dasar perhitungan iuran yaitu sebesar
upah minimum kabupaten/kota yang telah ditetapkan atau
upah minimum provinsi dalam hal tidak ditetapkan upah
minimum kabupaten/kota, sebagaimana diamanatkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020
tentang Penyetoran luran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja
Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerabh.

(3) dalam melakukan perhitungan kebutuhan anggaran
penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNPNSD,
kepala desa dan perangkat desa, bantuan iuran, kontribusi
juran, iuran PBPU vyang didaftarkan oleh Pemerintah
Daerah, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan BPJS
Kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah dapat
mendaftarkan dan menganggarkan iuran bagi anggota
Badan Permusyawaratan Desa sebagai peserta JKN untuk
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mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD
sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(5) mendaftarkan PNPNSD yang belum terdaftar sebagai
peserta Jaminan Kesehatan atau peserta Jaminan
Kesehatan yang telah dianggarkan iurannya,;

(6) menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa
dan perangkat desa dengan ketentuan:

(@)
(b)

iuran 4% (empat persen) dibayarkan oleh pemberi
kerja yang dianggarkan dalam APBD;

luran 1% (satu persen) dibayarkan oleh kepala desa
dan perangkat desa melalui mekanisme intersep
Alokasi Dana Desa (ADD);

yang dibayarkan setiap bulan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana maksud Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang
Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran luran Jaminan
Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(7) dalam  rangka menjamin  keberlangsungan dan
ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan
kesehatan, Pemerintah Daerah:

(@)

(b)

(©)

(d)

berkontribusi dalam membayar iuran bagi PBI jaminan
kesehatan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah dan
dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk
kebutuhan 1 (satu) TA sesuai dengan jumlah penduduk
yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
menganggarkan atas pembayaran bantuan iuran bagi
penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan
manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar atau
di Ruang Perawatan Kelas Il pada SKPD berkenaan
untuk kebutuhan 1 (satu) TA sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

menganggarkan atas kewajiban tunggakan atas luran
Wajib bagi peserta PPU Pemerintah Daerah, iuran
Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa),
kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU
Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP, dan
iuran dan bantuan iuran PBPU mandiri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

kewajiban tunggakan atas luran Wajib bagi peserta
PPU sebagaimana dimaksud pada huruf (c) untuk
dianggarkan dalam APBD TA 2026. Dalam hal
tunggakan atas Iluran Wajib dimaksud belum
dianggarkan, Pemerintah Daerah  melakukan
pergeseran anggaran melalui perubahan Perkada
tentang Penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan
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(e)

kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung
dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi
Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD
TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA
2026;

dalam rangka mewujudkan target UHC sebesar 98,7%
dari total penduduk pada tahun 2026 sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan dan cakupan peserta aktif Program JKN
mencapaiminimal 80% terhadap penduduk
sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2025-2029, maka Pemerintah Daerah:

I. menganggarkan iuran baik sebagian atau
seluruhnya bagi setiap penduduk yang
didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan
manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap
Standar atau di Ruang Perawatan Kelas Il selain
PPU dan PBI,

ii. wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan
daerah dengan JKN melalui kerja sama
pendaftaran PBPU dan BP Pemerintah Daerah
dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya
jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan
tidak melakukan realokasi atas penganggaran
JKN;

lii. penganggaran atas kerja sama dalam
pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah
Daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua
belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun
2024, dan Peraturan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018
tentang Administrasi Kepesertaan Program
Jaminan  Kesehatan, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Administrasi Kepesertaan Program Jaminan
Kesehatan;

iv. Pendaftaran PBPU dan BP Pemerintah Daerah
diperuntukkan bagi penduduk yang belum
terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan
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dan peserta Jaminan Kesehatan dengan status
non aktif; dan

v. Melakukan perencanaan, penganggaran,
pendaftaran dan pembayaran iuran KP Desa
sebagai Peserta aktif dalam program JKN sesuai
dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

c) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan
dan mesin, sewa kendaraan, sewa gedung dan bangunan,
sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi
nonkonstruksi dan konstruksi sepanjang diatur lain oleh
peraturan perundangan-undangan untuk dialokasikan
konstruksinya pada tahun berikutnya dan diakui sebagai
Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.

e) Belanja Jasa Konsultansi dipergunakan untuk menganggarkan
kegiatan yang tidak ada pekerjaan fisik pada tahun anggaran
berjalan, sedangkan apabila dalam tahun berjalan terdapat
kegiatan fisik dianggarkan pada belanja modal.

f) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa
ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran
secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha
pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan
kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam
perjanjian KPDBU sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

g) Pemerintah  Daerah  menganggarkan  pengembangan
kompetensi SDM Aparatur, berupa:

(1) beasiswa pendidikan bagi PNS dapat dianggarkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan
atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka
sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan
tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), pimpinan
dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dengan memperhatikan:

(a) diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing
wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

(b) dalam hal pelaksanaannya di luar wilayah
provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan, dilakukan
secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau
terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga
pengembangan SDM yang kompeten.

(3) penyelenggaraan peningkatan  kompetensi (teknis,
manajerial, sosial kultural dan kompetensi pemerintahan),
uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi
dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan
administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi,
kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi
narasumber,  kualitas advokasi dan pelayanan
penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh,
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

mengoptimalkan  pemanfaatan teknologi  informasi,

efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan

sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi

SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara

virtual maupun hybrid.

pemenuhan kompetensi pemerintahan, diselenggarakan

melaluiPendidikan dan  Kepemimpinan Pemerintahan

Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri) yang menduduki

jabatan kepala perangkat daerah, jabatan administrator

dan jabatan pengawas sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

pemenuhan kompetensi pemerintahan Diklat Pimpemdagri

dirangkaikan dengan sertifikasi/uji kompetensi sesuai

dengan jenjang Diklat Pimpemdagri pada jabatan struktural

di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional

Pengelola Perbatasan dan Pemerintah Daerah provinsi,

kabupaten dan kota. Sertifikat kompetensi pemerintahan

menjadi salah satu syarat administrasi seleksi jabatan
pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi
pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator
maupun pengawas pada instansi pemerintah.

mewujudkan good governance Pemerintah Daerah
mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi
melalui pendidikan dan pelatihan bagi APIP.

pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan

kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dalam APBD

TA 2026, untuk:

(a) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi
APIP daerah dalam rangka penguatan fungsi
pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(b) pengembangan kompetensi SDM aparatur urusan
pemerintahan dalam negeri (urusan politik dan
pemerintahan umum, urusan pemerintahan desa,
urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan
otonomi daerah, unsur kewilayahan, unsur
pemerintahan bidang keuangan daerah, dan urusan
pembangunan daerah).

(c) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional
dan/atau kepemimpinan pemerintahan dalam negeri,
pengembangan kompetensi teknis urusan
pemerintahan dalam negeri dan binaan KI/L,
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sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(d) penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam
rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan
sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam
Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan,
melalui Lembaga Sertifikasi Penyelenggara
Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN), Lembaga
Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri
(LSP-PDN) provinsi, dan Tempat Uji Kompetensi
(TUK) kabupaten/kota.

(e) pengembangan kompetensi SDM aparatur untuk
pendidikan profesi kepamongprajaan bagi camat atau
calon camat yang belum menguasai pengetahuan
teknis pemerintahan.

() pengembangan kompetensi bagi anggota dewan
komisaris/dewan pengawas dan direksi BUMD dalam
rangka optimalisasi PAD dan penguatan tata kelola
BUMD serta uji kompetensinya di LSP-PDN, LSP-PDN
provinsi, dan TUK kabupaten/kota.

(g) pengembangan kompetensi dan integritas bagi pejabat
pengadaan barang/jasa dan Unit Kerja Pengadaan
Barang dan Jasa;

2.3 Belanja Pemeliharaan

a) Penganggaran pemeliharaan BMD vyang berada dalam
penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa
pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan
pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai BMD.

b) Pemerintah Daerah menganggarkan biaya pemeliharaan dan
operasional kendaraan dinas, berupa biaya bahan bakar, biaya
atas PKB, BBNKB, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), SWDKLLJ
dan administrasi perpajakan lainnya yang besarannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

c) Penganggaran pemeliharaan BMD vyang berada dalam
penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa
pengguna barang berpedoman pada:

(1) daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
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19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerabh;

(2) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan
untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan
dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor
ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja
operasional dan pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah
diserahkan dari K/L kepada Pemerintah Daerah agar dapat
dimanfaatkan secara optimal.

e) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan BMD yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan melakukan
pemanfaatan BMD melalui kerjasama pemanfaatan BMD
dengan pihak lain untuk mengoptimalkan pendapatan daerah
terhadap aset yang telah dihibahkan dan alih status dari
Barang Milik Negara (BMN) ke BMD sesuai dengan ketentuan
yang mengatur tentang pengelolaan BMD.

f) Rekening Belanja Pemeliharaan hanya dipergunakan untuk
kegiatan yang berkaitan dengan rehab gedung dan bangunan
gedung, bukan untuk pembelian barang-barang yang
menempel di gedung tersebut, misalnya korden, pigura, ac,
dsb;

g) Penganggaran belanja pemeliharaan diatas biaya
kapitalisasi diwajibkan untuk dipindahkan ke belanja
modal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 66 tahun 2021

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten

Kendal bahwa batasan jumlah biaya kapitalisasi yang sesuai

dengan Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Kendal (KAD),

sebagai berikut :

. Jumlah Harga
No Uraian .
per unit
1 | Peralatan dan mesin, berupa alat-alat besar 50.000.000
2 | Gedung dan Bangunan 25.000.000
3 | Jalan, Irigasi dan Jaringan 20.000.000

2.4 Belanja Perjalanan Dinas

Kebijakan belanja perjalanan dinas digunakan untuk

menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan

belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan

Regional, meliputi:

a) belanja perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan
ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan
pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pejabat negara,
pejabat daerah, ASN atau pihak lain. Selanjutnya, dalam
menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri,
Pemerintah Daerah agar memperhatikan:
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(1)

(2)

3)

(4)

()

(6)

belanja perjalanan dinas biasa digunakan untuk

perjalanan dinas jabatan melewati batas kota bagi pejabat

negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam

menjalankan perintah perjalanan dinas.

perjalanan dinas jabatan dilakukan berupa dalam rangka:

(a) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada
jabatan;

(b) mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis
lainnya;

(c) pengumandahan (detasering);

(d) menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;

(e) memperoleh  pengobatan  berdasarkan  surat
keterangan dokter;

() penugasan untuk mengikuti pendidikan setara
Diploma/S1/S2/S3; dan

(g) mengikuti pendidikan dan pelatihan;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

komponen perjalanan dinas biasa, yaitu uang harian,
biaya penginapan, uang representasi, dan biaya
transportasi.
Belanja perjalanan dinas tetap digunakan untuk
perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah pejabat dalam menjalankan
perintah perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah
Daerah untuk pelayanan masyarakat;
belanja perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk
perjalanan dinas di dalam kota yang dilaksanakan lebih
dari 8 (delapan) jam atau kurang dari 8 (delapan) jam bagi
pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain
dalam menjalankan perintah perjalanan dinas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja perjalanan dinas dalam kota terdiri atas:

() perjalanan dinas di dalam kota sampai dengan 8
(delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal
dalam kota;

(b) perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8
(delapan) jam di samping diberikan uang transport
lokal dalam kota dapat diberikan pula uang harian
dalam kota dan uang penginapan yang diberikan
secara selektif dengan menerapkan prinsip efisien,
efektivitas, kepatutan dan kewajaran;

(c) uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan
dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti
kegiatanpendidikan dan pelatihan yang
diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8
(delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar
kota.

belanja perjalanan dinas paket Meeting dalam kota.
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(@)

(b)

digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka
rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam
kota di luar kantor dalam rangka penyelesaian
pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan
bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan
peserta dari luar SKPD atau masyarakat, yang
meliputi:

i. biaya transportasi peserta, panitia, moderator,
dan/atau narasumber baik yang berasal dari
dalam kota maupun dari luar kota;

ii. biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard
residence/fullboard non residence);

lii. uang saku peserta, panitia, moderator, dan/atau
narasumber baik yang berasal dari dalam kota
maupun dari luar kota;

iv. uang harian dan/atau biaya penginapan peserta,
panitia, moderator, dan/atau narasumber yang
mengalami kesulitan transportasi.

besaran nilai biaya paket meeting dalam kota, uang

transportasi, uang saku, dan uang harian sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.

(@)

(b)

digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka
rapat, pertemuan, atau sejenisnya  yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar kota
dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu
dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang
paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau
masyarakat, meliputi:

i. biaya transportasi peserta, panitia, moderator,
dan/atau narasumber baik yang berasal dari
dalam kota maupun dari luar kota;

ii. biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard
/residence);

iii. uang saku peserta, panitia, moderator dan/atau
narasumber baik yang berasal dari dalam kota
maupun dari luar kota;

iv. uang harian dan/atau biaya penginapan peserta,
panitia, moderator, dan/atau narasumber yang
mengalami kesulitan transportasi.

besaran nilai biaya paket meeting luar kota, uang

transportasi, uang saku, dan uang harian mengikuti

ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya
tahun berkenaan.

(8) standar harga satuan biaya perjalanan dinas dalam
negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor
mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun
2025.
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9)

(10)

(11)

perjalanan dinas berupa meeting dalam kota maupun luar
kota tidak diperkenankan, sedangkan perjalanan dinas
biasa, perjalanan dinas tetap, dan perjalanan dinas dalam
kota hanya dapat dilaksanakan untuk memenuhi
undangan resmi serta kegiatan koordinasi dalam rangka
fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati pada instansi pemerintah provinsi maupun
pemerintah pusat. Penganggaran uang harian paket
kegiatan rapat agar disesuaikan dengan ketentuan uang
harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor
(halfday, fullday, fullboard, atau residence).

perjalanan dinas di luar ketentuan tersebut wajib
memperoleh izin dan persetujuan Bupati Kendal sebelum
pelaksanaannya. Penganggarannya dilakukan pada sub
kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD dalam kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah, Program Penunjang Urusan
Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota. = Adapun
perjalanan dinas yang dibiayai dari sumber dana earmark
wajib dilaksanakan dengan terlebih dahulu
menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati
Kendal.

belanja perjalanan dinas yang merupakan bagian dari
harga perolehan aset dalam belanja modal dapat
dianggarkan di luar sub kegiatan sebagaimana dimaksud
di atas.

b) belanja perjalanan dinas luar negeri

1)

)

3)

(4)

belanja perjalanan dinas biasa luar negeri digunakan

untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang

dilaksanakan di luar negeri dilakukan secara efekitif,

efisien, dan selektif sehingga dapat dimanfaatkan untuk

peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan

pembangunan daerah.

Untuk standar biaya perjalanan dinas luar negeri,

Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya

masukan yang berlaku pada anggaran K/L sebagaimana

diamanatkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 72

Tahun 2025.

belanja perjalanan dinas biasa luar negeri dilakukan

dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang memiliki

urgensi substantif serta sepanjang tidak terdapat tugas

prioritas ataupun mendesak di dalam negeri.

perjalanan dinas luar negeri dilakukan dengan ketentuan

berupa sebagai berikut:

(@) Tugas Belajar Program Diploma/Sarjana/Master/
Doktoral/Post-Doktoral;

(b) Penelitian/Pengumandahan/Datasering;

(c) Misi Olahraga;

35



d)

(d) Pameran/Promosi/Misi Kebudayaan/Misi Pariwisata/
Misi Dagang/ Misi Investasi;

(e) Pelatihan/Training;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(5) ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar
negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya
masukan yang berlaku pada APBN.

penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar

negeri memperhatikan ketentuan:

(1) penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka
kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas
dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri,
dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan
jumlah  orang dibatasi dengan memperhatikan
ketersediaan anggaran dan target kinerja dari perjalanan
dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi
kebijakan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi
banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) ASN, kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan
dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas ke
luar negeri. Perjalanan dinas ke luar negeri berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di
Lingkungan  Kementerian  Dalam  Negeri  dan
Pemerintahan Daerah.

Penganggaran belanja perjalanan dinas harus

memperhatikan prinsip:

(1) selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi
dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

(2) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan
pencapaian kinerja SKPD;

(3) efisiensi penggunaan belanja daerah; dan

(4) akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan
dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

perjalanan dinas dalam negeri terdiri atas komponen:

(1) vang harian, sebagai penggantian biaya keperluan
sehari-hari meliputi uang saku, transportasi lokal, dan
uang makan. Uang harian dipertanggungjawabkan
secara lumpsum.

(2) uang representasi, diberikan kepada pejabat negara,
pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon Il
yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada
jabatan, sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan
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seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang

dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

(3) khusus untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil
bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi
madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak
keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi
madya dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota yang
dibayarkan sesuai biaya riil (at cost).

(4) biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at
cost), terdiri atas:

(a) biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri
untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP)
dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara
kota tujuan.

(b) biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke
kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan
kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat
negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dari
tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan
di kabupaten/kota tujuan dalam 1 (satu) provinsi yang
sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan
perintah perjalanan dinas dalam negeri.

(c) biaya transportasi darat antar kabupaten/kota di dalam
provinsi yang sama.

(d) biaya taksi yang digunakan untuk kebutuhan:

(1) biaya keberangkatan dari kantor tempat kedudukan
asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau
stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan,
selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau
stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

(2) biaya kepulangan dari tempat tujuan menuju
bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk
keberangkatan ke tempat kedudukan asal,
selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau
stasiun kedatangan menuju kantor tempat
kedudukan asal.

(38) dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi
tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju
atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau
stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan
biaya transportasi darat atau biaya transportasi
lainnya.

(5) biaya penginapan merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan
biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan
dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara
riil (at cost). Dalam hal perjalanan dinas tidak
menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya
penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar
30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota
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tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana
perjalanan dinas dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang- undangan.

(6) untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh
gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali
kota/wakil wali kota kepada ajudan gubernur/wakil
gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota
dapatmenginap pada hotel/penginapan yang sama.
Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang
sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya
hotel/penginapan, maka ajudan gubernur/wakil
gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota
tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar pada
hotel/penginapan dimaksud dengan tetap
mengedepankan prinsip selektif, ketersediaan anggaran
dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD,
efisien serta akuntabel melalui pemilihan biaya/tarif kamar
terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua)
orang.

(7) estimasi penganggaran secara riil (at cost) merupakan
prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam
pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu,
termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

f) ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pemerintah
Daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai tata cara
pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri
bagi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

g) dalam hal Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai tata
cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar
negeri bagi pemerintahan daerah telah ditetapkan, maka
Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dalam Perkada
sebagaimana dimaksud pada huruf f) sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2.5 Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain
a. Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain merupakan pengeluaran anggaran belanja
daerah berupa pemberian uang kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi
serta strategi pencapaian sasaran prioritas daerah
berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam
RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, tidak termasuk dalam
kriteria hibah dan bantuan sosial, dengan memperhatikan:
(1) asas kepatutan, asas kewajaran, asas rasionalitas dan
asas efektivitas dalam pencapaian sasaran program,
kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah;
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(2)
3)

memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh
SKPD terkait; dan

usulan atas uang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait
tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.

b. Belanja uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain diberikan dalam bentuk berupa:

(1)
(2)
3)

(4)

(5)
(6)
(7)

(8)

(9)

pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;

penghargaan atas suatu prestasi;

pemberian beasiswa kepada masyarakat;

diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya

tidak mampu membiayai pendidikannya dan kepada

peserta didik yang Dberprestasi sesuai dengan
kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal

27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun

2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan/atau bagi

pelajar lulusan SMA/SMK yang memenuhi kualifikasi untuk

melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri badan
hukum.

Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat

penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk

pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan
nonproyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Penanganan dampak sosial kemasyarakatan dimaksud

dilakukan dengan:

(a) menetapkan daftar masyarakat penerima santunan
tanah akibat penggunaan tanah milik Pemerintah
Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek
strategis nasional dan nonproyek strategis nasional,

(b) melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian
masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk
pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional
dan nonproyek strategis nasional

TKD vyang penggunaannya sudah ditentukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian diberikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

uang yang diberikan kepada RT dan RW atau dengan

sebutan lain yang diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

uang yang diberikan kepada karang taruna sesuai dengan

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah;

uang yang diberikan kepada lembaga pemberdayaan

masyarakat sesuai dengan penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerabh;
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(10)uang yang diberikan kepada Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu) yang diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;

(11) imbal Jasa Penjaminan,;

Dalam rangka Kemudahan, Pendampingan dan Fasilitasi
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah
Daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan berupa
imbal jasa penjaminan sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 71 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah. Penganggarannya pada SKPD.

(12) belanja Uang Meugang
Belanja Uang Meugang dialokasikan untuk mencatat uang
yang diserahkan kepada ASN dan non ASN pada
Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
se-Aceh untuk membeli daging pada saat momen
menyambut hari-hari besar islam di Aceh yang sudah
menjadi adat bersendikan agama Islam sebagai bagian
dari urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan
Pemerintah Aceh dan kewenangan khusus Pemerintahan
Kabupaten/Kota se-Aceh dalam pelaksanaan
keistimewaan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2006

(13)jaminan Block Seat dalam dukungan mobilitas
penerbangan;

Berdasarkan Kerjasama antara Pemerintah Daerah
dengan pihak maskapai penerbangan dalam rangka
dukungan kepastian penerbangan sebagai bagian upaya
Pemerintah Daerah dalam mendukung konektivitas
penerbangan serta bagian upaya pengendalian inflasi;
dan/atau
c. Pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada
masyarakat/pihak  ketiga/pihak  lain  dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsi serta strategi pencapaian
sasaran prioritas daerah berdasarkan visi dan misi kepala
daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam

RKPD dengan memperhatikan asas Kkepatutan, asas

kewajaran, asas rasionalitas dan asas efektivitas.

3) Belanja Bunga

a. Belanja bunga digunakan Pemerintah  Daerah  untuk
menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas
kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga
berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi
daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.

b. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja
bunga utang obligasi dan belanja pembayaran imbalan sukuk
daerah serta belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan
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4)

pembayaran yang tidak berasal dari pembayaran atas kewajiban
pokok utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA
berkenaan, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap
penyaluran DTU.

Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga
utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2026 pada
SKPKD.

. Pemerintah Daerah menganggarkan pembayaran bunga sampai

dengan berakhirnya kewajiban pembayaran atas kewajiban pokok
utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pemerintah Daerah menganggarkan bunga atas pinjaman luar
negeri yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah dan
hibah luar negeri yang diteruspinjamkan ke Pemerintah Daerah
yang diterima dan diteruskan oleh pemerintah pusat dalam waktu
dan jumlah sesuai dengan perjanjian penerimaan hibah yang
bersumber dari pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut
dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

. Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub

rincian objek berkenaan.

Belanja Subsidi

a.

Belanja Subsidi merupakan alokasi anggaran Pemerintah Daerah
yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD
dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar harga jual
produksi atau jasa dapat terjangkau oleh masyarakat.

BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan

badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar

masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik berupa
dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan
umum (public service obligation).

Kebijakan umum Belanja Subsidi

(1) belanja subsidi terdiri atas subsidi lembaga keuangan dan
subsidi lembaga non keuangan.

(2) subsidi lembaga keuangan yang diberikan kepada BUMN,
BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penyalur
kredit berupa dalam bentuk subsidi bunga dan/atau bantuan
uang muka.

(3) subsidi lembaga non keuangan yang diberikan kepada BUMN,
BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menyediakan
dan mendistribusikan produk atau jasa publik sehingga harga
jual produksi atau jasa yang dibutuhkan dapat terjangkau oleh
masyarakat, berupa subsidi harga/biaya kebutuhan pokok dan
subsidi biaya operasional produksi/layanan umum.

(4) BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan
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dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) Tujuan dan ruang lingkup audit tujuan tertentu adalah
memberikan penilaian terhadap kecukupan dan ketepatan
kebijakan pemberian subsidi termasuk keselarasan kebijakan
pusat dan daerah, ketepatan sasaran subsidi, serta sebagai
bahan pertimbangan atas rekomendasi pemberian subsidi
sebagai bentuk penguatan tata kelola dan peningkatan
akuntabilitas terhadap kelayakan penganggaran pemberian
subsidi.

(6) dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan
dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain
yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.

(7) hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar
perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan
subsidi TA berikutnya.

(8) penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung
jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi
yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada kepala daerah.

(9) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi dalam
APBD TA berkenaan pada SKPD terkait.

. Kebijakan Belanja Subsidi penyelenggara Sistem Penyediaan Air

Minum (SPAM)

(1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi
kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) apabila telah menetapkan Perkada mengenai tata cara
perhitungan dan penetapan tarif air minum serta pemberian
subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara
SPAM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari
usulan tarif yang diajukan direksi BUMD penyelenggara SPAM
yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan
biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah
harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya
melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan
pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

. Kebijakan Belanja Subsidi bunga kredit

Pemberian subsidi bunga atau program sejenis lainnya kepada

UMKM dapat berupa program Kredit Usaha Rakyat Daerah

(KURDa) melalui lembaga keuangan bank daerah dalam rangka

mendorong  inklusi  keuangan, penguatan, kemudahan,

pendampingan dan fasilitasi UMKM sebagaimana diamanatkan

dalam Pasal 71 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7

Tahun 2021 dan dianggarkan pada SKPD terkait.

. Kebijakan Belanja Subsidi atas pengendalian Inflasi

(1) Pemberian subsidi kepada BUMN, BUMD dan/atau badan
usaha milik swasta dalam rangka pengendalian inflasi di

42



daerah guna menjaga kestabilan harga barang/jasa yang
memiliki pengaruh besar terhadap inflasi, seperti subsidi harga
pangan, subsidi tarif transportasi, sehingga harga jual produksi
atau jasa yang dibutuhkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi kepada
penyedia jasa angkutan penumpang umum dengan tarif kelas
ekonomi pada trayek tertentu sebagaimana diamanatkan Pasal
185 ayat (4) Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan.

5) Belanja Hibah

a.

Belanja Hibah merupakan belanja hibah dari Pemerintah Daerah
diberikan kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya BUMN,
BUMD dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,
serta tidak secara terus menerus setiap TA, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan

dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib
dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran,
program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya
fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat
untuk masyarakat.

. Alokasi anggaran belanja hibah yang dicantumkan dalam RKPD

Tahun 2026 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran
belanja hibah dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2026 dan
dicantumkan dalam lampiran 3a dan lampiran 3b Perkada tentang
Penjabaran APBD TA 2026 yang memuat daftar nama penerima,
alamat penerima, dan besaran hibah.

Penganggaran belanja hibah dianggarkan dalam APBD yang dirinci
menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program,
kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD
terkait.

Pengadaan belanja hibah berupa barang pada TA 2026
dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan
diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah
seluruh belanja yang terkait langsung dengan
pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan
barang/jasa pemerintah.

. Belanja hibah diberikan kepada:

(1) pemerintah pusat
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)

®3)

(4)

()

hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja

dari K/L yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang

bersangkutan, dengan ketentuan:

(a) wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada
instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;

(b) hibah kepada pemerintah pusat diberikan 1 (satu) kali
dalam tahun berkenaan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah termasuk hibah kepada unit kerja
Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan
administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko Kartu
Tanda Penduduk (KTP), kecuali keperluan mendesak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(c) Pendanaan hibah dari Pemerintah Daerah dipisahkan dan
tidak tumpang tindih dengan pendanaan yang bersumber
dari APBN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

(d) hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan

(e) hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan
barang dan jasa yang tidak dibiayai APBN.

Pemerintah Daerah lainnya

hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya diberikan kepada

daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

BUMN

hibah kepada BUMN diberikan untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

BUMD

hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk

meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari

pemerintah pusat sesuai dengan Kketentuan peraturan

perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat

diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa;

Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang

berbadan hukum Indonesia

(a) hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan
dan lembaga:

I.  yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk
berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan;

ii. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah
memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan
oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau

iii. yang Dbersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial
kemasyarakatan berupa kelompok
masyarakat/kesatuan  masyarakat hukum  adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui
oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui
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pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi
vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan
kewenangannya.

(b) hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan

()

(d)

hukum  Indonesia  diberikan  kepada  organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan
atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan
hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum
dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan atau organisasi kemasyarakatan
yang tidak berbadan hukum yang terdaftar aktif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan
persyaratan paling sedikit:

i. memiliki kepengurusan di daerah domisili;

ii. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa
setempat atau sebutan lainnya; dan

iii. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah
Daerah dan/atau badan dan lembaga yang
berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah
Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran
program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah
Daerah pemberi hibah.

hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan
dengan persyaratan paling sedikit:

i. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia dan/atau
terdaftar aktif sebagai organisasi kemasyarakatan
yang tidak berbadan hukum yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

ii. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah
Daerah yang bersangkutan; dan

ii. memiliki sekretariat tetap di daerah yang
bersangkutan.

(6) partai politik

(@)

(b)

pemberian hibah berupa pemberian bantuan keuangan
kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD provinsi
dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 34 huruf c, Pasal 34 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,
merupakan bantuan keuangan dari APBD yang diberikan
secara proporsional kepada partai politk yang
mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD
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()

(d)

(e)

(f)

kabupaten/kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah
perolehan suara.

besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik
berpedoman pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik.

penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik.

dalam hal terdapat kenaikan atas bantuan keuangan partai
politik TA 2026 melebihi nilai bantuan keuangan kepada
partai politik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, Pemerintah Daerah
mencantumkan dalam KUA dan PPAS TA 2026
berdasarkan persetujuan Menteri untuk tingkat provinsi dan
persetujuan gubernur untuk tingkat kabupaten/kota.
penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3a) dan
Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018, bantuan keuangan dari APBD diprioritaskan untuk
melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik
dan masyarakat. Pendidikan politik berkaitan dengan
kegiatan:

I. pendalaman mengenai Empat Pilar Berbangsa dan
Bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar
1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

ii. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga
negara Indonesia dalam membangun etika dan
budaya politik; dan
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iii. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang
dan berkelanjutan.

(g) Selain itu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, bantuan
keuangan partai politik juga digunakan untuk operasional
sekretariat partai politik.

(7) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Hibah kepada BUMDesa diberikan dalam rangka mendorong

perkembangan BUMDesa sebagaimana diamanatkan dalam

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa.

(8) Koperasi
Hibah kepada koperasi diberikan dalam rangka bantuan modal
usaha koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(9) Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan dalam
rangka kemudahan, pendampingan dan fasilitasi pembiayaan
berupa Bantuan Permodalan sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 71 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
2021.

. Belanja hibah memenubhi kriteria paling sedikit:

(1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

(2) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

(3) tidak terus menerus setiap TA, kecuali:

(a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung
penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak
tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(c) partai politik; dan/atau

(d) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) tidak terus menerus setiap TA sebagaimana dimaksud pada
angka (3) adalah tidak diberikan berkesinambungan atau
berkelanjutan setiap TA.

(5) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.

(6) memenuhi persyaratan penerima hibah.

i. Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi

perangkat daerah terkait yaitu:
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j-

(1)

(2)

3)

(4)

belanja hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam
rangka menunjang program, Kkegiatan dan subkegiatan
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dianggarkan pada SKPD terkait;

belanja hibah kepada lembaga pemerintahan dan/atau instansi
vertikal terkait FORKOPIMDA dalam rangka menunjang
program, kegiatan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
dianggarkan pada SKPD vyang melaksanakan unsur
pemerintahan umum sesuai dengan kewenangan dan tugas
fungsinya.

belanja hibah yang bukan menjadi urusan dan kewenangan
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang
pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan
Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD sekretariat
daerah.

Selanjutnya, untuk belanja hibah kepada pemerintah dan/atau
instansi vertikal dalam rangka melaksanakan dukungan
pendanaan kewenangan pemerintah, dianggarkan pada SKPD
sekretariat daerabh.

Alokasi anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada huruf
g), agar memperhatikan:

(1)
)

®3)

kelengkapan administrasi calon penerima hibah berupa nama,
alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;

memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam rangka
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan;
dan;

kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan pilihan.

Evaluasi SKPD atas usulan tertulis calon penerima hibah dan
pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan
ketentuan:

(1)

(2)

Evaluasi SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah
bersifat formal dan materiil meliputi aspek legalitas,
administrasi, dan kejelasan dukungan pencapaian sasaran
pembangunan daerah. Aspek legalitas meliputi evaluasi
kesesuaian calon penerima hibah dengan subjek penerima
hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Aspek administrasi meliputi evaluasi keabsahan
dokumen persyaratan calon penerima hibah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan. Evaluasi kejelasan
dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah meliputi
penilaian objektif atas dukungan pemberian hibah terhadap
pencapaian sasaran prioritas daerah pada RKPD; dan

Pertimbangan TAPD terhadap hasil evaluasi oleh SKPD terkait
atas usulan calon penerima hibah meliputi kesesuaian alokasi
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m.

n.

hibah dengan tugas dan fungsi SKPD, kesesuaian program,
kegiatan dan subkegiatan dengan urusan dan kewenangan,
memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran dengan
perangkat daerah lainnya serta kesesuaian pemberian hibah
dengan kemampuan keuangan daerah.

dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan hibah

dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan
daerabh.

penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas

penggunaan hibah yang diterimanya.

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi

hibah diatur lebih lanjut dengan Perkada sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal belanja hibah diberikan dalam bentuk barang berupa

pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi

memperhatikan ketentuan:

(1) dianggarkan dalam APBD mengikuti konsep full costing atau
nilai barang yang dianggarkan dalam belanja hibah dalam
bentuk barang sebesar harga perolehan/beli/bangun aset
ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung
negara berupa belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

(2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang
menjadi satu kesatuan penganggaran belanja hibah barang
meliputi:

(a) biaya pelaksanaan konstruksi
merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk
membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung
negara.
(b) biaya perencanaan teknis
merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk
membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya
perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau
penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang
meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang,
materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa
peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal
maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau
pertanggungan (professional indemnity insurance), dan
pajak dan iuran daerah lainnya.
(c) biaya pengawasan teknis
biaya pengawasan teknis berupa:
I. biaya pengawasan konstruksi
Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling
banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan
pengawasan konstruksi pembangunan bangunan
gedung negara yang meliputi honorarium tenaga ahli
dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan
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laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa
kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota,
biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik
fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau
pertanggungan (professional indemnity insurance), dan
pajak dan iuran daerah lainnya.
ii. biaya manajemen konstruksi.
Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling
banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan
manajemen konstruksi pembangunan bangunan
gedung negara yang meliputi honorarium tenaga abhli
dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan
laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa
kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota,
biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik
fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau
pertanggungan (professional indemnity insurance), dan
pajak dan iuran daerah lainnya.
(d) biaya pengelolaan kegiatan
merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk
membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan
bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan
digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan
untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang,
perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat
yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai
dengan pentahapannya, penyusunan laporan,
dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan
administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung
negara.

(3) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya

pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan
dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya
pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan
gedung negara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
peraturan perundang-undangan.

6) Belanja Bantuan Sosial

a)

b)

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
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d)

9)

(1) individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat, yang
mengalami risiko sosial atau guncangan dan kerentanan
sosial; dan

(2) lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan,
sosial, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi
individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami
keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Risiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang merupakan
dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena
alam, atau bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang jika tidak diberikan bantuan sosial
akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan
sosial dapat diberikan setiap TA sampai penerima bantuan telah
lepas dari risiko sosial.
Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang dianggarkan
sebesar harga beli/lbangun atas barang yang akan diserahkan
kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh
belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan
sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai  pengadaan  barang/jasa
pemerintah.

Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

(1) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan
kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi
dari kemungkinan risiko sosial;

(2) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki
identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(3) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa
pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus
diberikan setiap TA dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan
diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap TA
sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

(4) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian
bantuan sosial meliputi:

(a) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial
agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(b) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari
guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga,
kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat
dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(c) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok
masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai
daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
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(d) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin
penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak.

(e) penanggulangan kemiskinan
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan
yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok
masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai
sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi
kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

() penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan kepada
korban bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan
dasar, rehabilitasi sosial, relokasi rumah terdampak
bencana sosial dan upaya lainnya.

h) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan

)

bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan

sebagaimana dimaksud pada huruf h), agar memperhatikan

ketentuan:

(1) kelengkapan administrasi calon penerima bantuan sosial
berupa nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;

(2) ujuan Pemerintah Daerah dalam melindungi individu,
keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat dari
kemungkinan terjadinya risiko sosial sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

(3) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan pilihan.

Evaluasi SKPD atas usulan tertulis calon penerima bantuan sosial

yang direncanakan dan pertimbangan TAPD dengan ketentuan:

(1) evaluasi SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima
bantuan sosial bersifat formal dan materiil meliputi aspek
legalitas, administrasi, dan kejelasan dukungan pencapaian
sasaran pembangunan daerah. Aspek legalitas meliputi
evaluasi kesesuaian calon penerima bantuan sosial dengan
subjek penerima bantuan sosial berdasarkan ketentuan
peraturan perundang- undangan. Aspek administrasi meliputi
evaluasi keabsahan dokumen persyaratan calon penerima
bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Evaluasi  kejelasan  dukungan
pencapaian sasaran pembangunan daerah meliputi penilaian
objektif atas dukungan pemberian bantuan sosial terhadap
pencapaian sasaran prioritas daerah pada RKPD; dan

(2) pertimbangan TAPD terhadap hasil evaluasi oleh SKPD terkait
atas usulan calon penerima bantuan sosial meliputi
kesesuaian alokasi bantuan sosial dengan tugas dan fungsi
SKPD, kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
dengan urusan dan kewenangan, memastikan tidak terjadi
duplikasi penganggaran dengan perangkat daerah lainnya
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K)

serta kesesuaian pemberian bantuan sosial dengan

kemampuan keuangan daerah.
Alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan
dicantumkan dalam RKPD tahun 2026 dan menjadi dasar dalam
pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang
direncanakan dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2026 dan
dicantumkan dalam lampiran 4a dan lampiran 4b Perkada tentang
Penjabaran APBD TA 2026 yang memuat daftar nama penerima,
alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.
Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan
dianggarkan dalam APBD yang dirinci menurut objek, rincian
objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.

m) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan

P)

a)

sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial
yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD
yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko
sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang
bersangkutan. Selanjutnya, belanja bantuan sosial yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya juga untuk kebutuhan yang
diakibatkan berupa keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-
tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik,
bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam
penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja

Sosial.

Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga (BTT).

Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang

direncanakan.

Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan

fungsi perangkat daerah terkait yaitu:

(1) belanja bantuan sosial terkait urusan dan kewenangan daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
dianggarkan pada SKPD terkait; dan

(2) belanja bantuan sosial yang bukan urusan dan kewenangan
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan
dan subkegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD
Sekretariat Daerah.

Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan

pengelolaan belanja bantuan sosial dikecualikan dari peraturan
mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan

material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
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t) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi
belanja bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Perkada, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Belanja Modal

a.

Belanja Modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka
pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah
sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang
terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap
digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan
pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur
dalam Perkada, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset
tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan
diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam rangka efisiensi dan penghematan belanja tahun anggaran

2026, pengadaan belanja modal alat angkutan darat bermotor

tidak boleh dianggarkan, kecuali bagi sub kegiatan yang dibiayai

oleh sumber dana earmark (sumber dana yang dibiayai oleh
pemerintah pusat dan peruntukannya diatur oleh ketentuan
perundang-undangan).

Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:

1) Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada
APBD TA 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana
dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan
pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

2) belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

a) belanja modal tanah;

b) belanja modal peralatan dan mesin;

c) belanja modal gedung dan bangunan;

d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e) belanja modal aset tetap lainnya;

f) belanja modal aset lainnya.

Belanja modal aset lainnya termasuk jasa konsultansi nonkonstruksi

untuk pembuatan dan/atau pengembangan sistem informasi/aplikasi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Belanja modal untuk pembangunan bangunan gedung negara yang

bersifat konstruksi memperhatikan ketentuan:

1) dianggarkan dalam APBD mengikuti konsep full costing atau nilai
aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar
harga perolehan/beli/lbangun aset ditambah seluruh komponen
biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait
dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang
menjadi satu kesatuan penganggaran belanja modal meliputi:

a) biaya pelaksanaan konstruksi
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merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk

membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung

negara.
b) biaya perencanaan teknis
merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk
membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya
perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau
penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang
meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi
dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan,
sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar
kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan

(professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah

lainnya.

c) biaya pengawasan teknis berupa:

(1) Biaya pengawasan konstruksi
merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk
membiayai  kegiatan pengawasan konstruksi
pembangunan bangunan gedung Negara. Biaya
pengawasan konstruksi meliputi: honorarium tenaga ahli
dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan,
pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya
rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi,
penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan
dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan
(professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran
daerah lainnya.

(2) Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling
banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan
manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung
negara yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga
penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian
dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat,
perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan
dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen
pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional
indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

d) biaya pengelolaan kegiatan
merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk
membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan
bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan
digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan
untuk keperluan: honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan
dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan
dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya,
penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan
pengiriman  kelengkapan administrasi atau dokumen
pendaftaran bangunan gedung negara.
3) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya
pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung
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berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi
sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap
(biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal
kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang
memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk
peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau
peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif,

transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan
mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran BMD dimaksud didasarkan pada:

1) perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan dengan berpedoman
pada Renja SKPD yang ditetapkan setiap tahun;

2) daftar kebutuhan dan pemeliharaan BMD disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan guna mendukung tugas
dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada pada pengelola
barang dan/atau pengguna barang serta harus mencerminkan
kebutuhan riil BMD pada SKPD terkait sehingga dijadikan dasar
dalam penyusunan RKBMD; dan

3) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.

Perencanaan kebutuhan BMD yang meliputi perencanaan pengadaan,

pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan

BMD dituangkan dalam dokumen RKBMD sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Perencanaan kebutuhan BMD

merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan
penyediaan anggaran untuk kebutuhan BMD yang baru (new initiative)
dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD.

Perencanaan kebutuhan BMD dimaksud berpedoman pada standar

barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan

standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

. Selanjutnya, penyusunan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah (RKBMD) pengadaan yang digunakan untuk perencanaan

pengadaan BMD berupa:

1) tanah dan/atau gedung dan bangunan; dan

2) selain tanah dan/atau berupa kendaraan dinas,
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

Selanjutnya, standar harga pemeliharaan digunakan untuk satuan

biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, satuan

biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan
sarana kantor dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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0.

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk menjamin aset
yang telah diserahkan dari K/L kepada Pemerintah Daerah agar dapat
dimanfaatkan secara optimal.

Pengadaan BMD dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan

standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah dengan

berpedoman pada Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun

2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi

Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Sebagai tindaklanjut rekomendasi KPK terhadap tata kelola BMD serta

untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan pada area

pengelolaan BMD, Pemerintah Daerah agar mengalokasikan
dukungan anggaran untuk:

1) sertifikasi atas BMD berupa tanah yang dikuasai Pemerintah
Daerah guna mencapai target sertifikasi tanah sebagaimans
diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018
tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di
Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan surat Menteri Dalam
Negeri Nomor 028/9253/SJ tanggal 10 September 2019 hal
Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);

2) penertiban aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas yang harus
diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana,
Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di daerah;

3) penertiban dan/atau penyelamatan aset/BMD yang dikuasai
secara tidak sah oleh pihak lain, dapat dilakukan kerja sama
dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri atau dilakukan
secara mandiri oleh perangkat daerah terkait;

4) melaksanakan sensus BMD bagi Pemerintah Daerah yang telah
lebih dari 5 (lima) tahun tidak melakukan sensus BMD dimaksud;
dan

5) melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP)
secara partisipatif bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Badan
Pertanahan Nasional atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional.

c. Belanja Tidak Terduga (BTT)

a)

b)

BTT merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk

keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat

diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan

pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:

1) keadaan darurat yang meliputi bencana alam, bencana nonalam,
bencana sosial, kejadian luar biasa;

2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik; dan/atau

57



d)

g)

h)

4) bantuan kepada Pemerintah Daerah yang lain untuk penanganan
keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam TA berjalan;

2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang
bersifat wajib, yaitu
(a) belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang

dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh
Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan
setiap bulan dalam TA yang berkenaan, seperti belanja
pegawai, dan belanja barang dan jasa.

(b) belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk
terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan
dasar masyarakat berupa pendidikan, kesehatan,
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban
pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh
tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam

Perda tentang APBD TA 2026.

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah

tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk

menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas
penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada
tahun sebelumnya.

Penganggaran BTT pada APBD dapat memperhatikan Indeks Risiko

Bencana Indonesia (IRBI) yang berisi nilai indeks risiko bencana dan

capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat kabupaten/kota

dan tingkat provinsi seluruh Indonesia.

BTT dalam APBD dianggarkan pada sub kegiatan Pengelolaan Dana

Darurat dan Mendesak yang dirinci menurut objek, rincian objek, dan

sub rincian objek pada SKPKD.

Dalam hal alokasi anggaran BTT tidak mencukupi, Pemerintah

Daerah:

1) melakukan penyesuaian/optimalisasi/penjadwalan ulang atas
capaian program/kegiatan/subkegiatan lainnya atau belanja pada
SKPD yang bersangkutan serta pengeluaran pembiayaan dalam
TA berjalan; dan/atau

2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dan keperluan

mendesak di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian

konflik dan rekonsiliasi pascakonflik, dan/atau kejadian luar biasa
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)

dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke dalam program,

kegiatan dan subkegiatan serta belanja terkait pada SKPD sesuai

dengan kewenangannya, dengan tahapan sebagai berikut:

1) dalam hal anggaran belum tersedia diformulasikan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;

2) dalam hal anggaran belum cukup tersedia, diformulasikan dalam
Perubahan DPA-SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya,
dan

3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana
dimaksud pada angka 1) dan angka 2) menjadi dasar dalam
melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA
2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA
2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD
atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD TA 2026.

Penyediaan anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat

bencana alam/non alam, bencana sosial, dan/atau pemberian bantuan

kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/non
alam dan/atau bencana sosial, dengan memperhatikan ketentuan:

1) penyediaan anggaran berupa mobilisasi tenaga medis dan obat-
obatan, penyediaan logistik/sandang dan pangan, diformulasikan
ke dalam RKA-SKPD sesuai dengan kewenangannya yang terkait
dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;

2) penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan
disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana
alam/non alam, bencana sosial untuk dianggarkan pada belanja
bantuan keuangan; dan

3) penyediaan anggaran sebagaimana tersebut pada angka 1) dan
angka 2) dapat dilaksanakan dengan melakukan perubahan
Perkada Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2026 dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi
Pemerintah Daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2026
atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD TA 2026.

k) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

dilakukan dengan pembebanan langsung kepada BTT yang

diusulkan oleh SKPD terkait, dengan tahapan sebagai berikut:

1) kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada
PPKD selaku BUD; dan

2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT
kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak
diterimanya RKB.

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pra bencana dan

pascabencana yang meliputi bencana alam/non-alam dan bencana

sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah agar menyediakan

alokasi anggaran secara memadai pada tahap:

1) pra bencana, dapat untuk:
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(a) perencanaan dan penyusunan standar teknis penanggulangan
bencana;

(b) pengurangan risiko dan pencegahan bencana,;

(c) pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;

(d) kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana;

(e) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan
bencana.

2) pasca bencana, dapat untuk:

(a) rehabilitasi meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah
bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian
bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial
psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan revolusi
konflik, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan
keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan
pemulihan fungsi pelayanan publik. Kegiatan rehabilitasi
dilaksanakan oleh SKPD dikoordinasikan oleh kepala BPBD.

(b) rekonstruksi meliputi kegiatan pembangunan kembali prasrana
dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat,
pembangkitan kembali kehidupan sosial masyarakat,
penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan
peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan
peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia
usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial dan budaya,
peningkatan fungsi pelayanan publik atau masyarakat
peningkatyan pelayanan utama dalam masyarakat.

(c) kegiatan rekonstruksi dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan
kewenangannya yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

m) Dalam rangka mendukung pengendalian inflasi di daerah, Pemerintah
Daerah dapat menggunakan sebagian alokasi anggaran BTT ke dalam
program, kegiatan dan subkegiatan serta belanja terkait pada SKPD
sesuai dengan kewenangannya, dengan melakukan langkah-langkah
berupa sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

melakukan monitoring evaluasi kenaikan harga pangan oleh SKPD
yang melaksanakan urusan terkait inflasi dalam hal terjadi
kenaikan inflasi berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik
dan/atau berdasarkan hasil sidak pasar;

melaksanakan rapat pembahasan kenaikan inflasi yang di
koordinasikan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);

hasil rapat pembahasan dimaksud dituangkan dalam berita acara
yang memuat upaya penanganan pengendalian inflasi, seperti
pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan
tersedia, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting,
pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar
murah, melaksanakan sidak pasar dan distributor agar tidak
menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil
komoditi untuk kelancaran pasokan dan memberikan bantuan
transportasi;

berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 3),
Pemerintah Daerah melakukan pergeseran anggaran dari BTT.
Dalam hal alokasi anggaran untuk pengendalian inflasi dimaksud
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belum tersedia, terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD
terkait dan/atau dalam hal anggaran belum cukup tersedia,
diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD terkait sesuai
dengan kewenangannya;

5) Selanjutnya, RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD
sebagaimana dimaksud pada angka 4) menjadi dasar dalam
melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA
2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA
2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD
atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD TA 2026.

n) Dalam rangka memberikan perlindungan dan mengupayakan
pemulihan terhadap koperasi serta UMKM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2021 yang diakibatkan berupa terjadinya bencana, wabah, atau
kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran dengan
menggunakan sebagian alokasi anggaran BTT untuk:

1) restrukturisasi kredit
restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang
kredit;

2) rekonstruksi usaha
rekonstruksi usaha berupa pemberian bantuan dalam bentuk
hibah sarana produksi;

3) bantuan modal
bantuan modal berupa bantuan modal yang disalurkan dalam
bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan; dan/atau

4) bantuan bentuk lain
bantuan bentuk lain berupa pemberian prioritas kepada koperasi
dan yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang
mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau
konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda
dengan harga pemanfaatan yang terjangkau;
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

d. Belanja Transfer
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah
kepada pemerintah desa.
Belanja transfer dirinci atas jenis:
1) Belanja Bagi Hasil
1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang
bersumber dari:
a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota; dan
b) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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2)

3)

4)

5)

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi dibagihasilkan kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang
bersangkutan dengan ketentuan:

a) hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada kabupaten/kota
sebesar 70% (tujuh puluh persen);

b) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada
kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan

c) hasil penerimaan PAP diserahkan kepada kabupaten/kota
sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan
PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah
kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan
puluh persen),
dengan ketentuan besaran memperhatikan aspek pemerataan
dan/atau potensi antar kabupaten/kota yang diatur dengan
Perda provinsi mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota.

Belanja bagi hasil pajak provinsi dilaksanakan dengan ketentuan:

a) besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah
Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota
dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah
yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang
digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut
dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah
lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b) penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap
bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak
daerabh;

c) belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan
dalam APBD TA 2026 harus memperhitungkan rencana
pendapatan pajak daerah pada TA 2026; dan

d) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target
pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi pada akhir TA 2025
yang mempengaruhi besaran bagi hasil pajak provinsi,
disalurkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada
TA 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan.

Pemerintah Daerah provinsi hanya menganggarkan belanja bagi

hasil provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang

bersumber dari pajak daerah.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi

hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa

paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak

daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2026

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024,

dengan ketentuan:

a) besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara
bruto;
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6)

b) penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah
dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan
hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah; dan

c) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target
pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah
kabupaten/kota pada akhir TA 2025, disalurkan kepada
pemerintah desa pada TA 2026.

Dalam hal masih terdapat sisa kurang bagi hasil untuk PKB dan

BBNKB sampai dengan TA 2025 dari Pemerintah Daerah Provinsi,

Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan kembali

sebesar sisa kurang dimaksud pada Klasifikasi, kodefikasi dan

nomenklatur pada TA 2026.

2) Belanja Bantuan Keuangan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam
rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan
keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya
guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima
bantuan keuangan.
Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain
seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

a) bantuan keuangan antardaerah provinsi;

b) bantuan keuangan antardaerah kabupaten/kota;

c) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di
wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;

d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah
provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya;

e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota lainnya
kepada desa.

Bantuan keuangan terdiri dari:

a) bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan
pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau
pemerintah desa penerima bantuan; dan

b) bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan
pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah
Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai

penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai

dengan peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau
pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus
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7)

8)

9)

wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi

bantuan keuangan khusus.

Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus

dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD

atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) penerima
bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan khusus
mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD,

Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan melakukan

perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2026 dan

diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi

Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2026

atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak

melakukan Perubahan APBD TA 2026.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan kegiatan

pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan

pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan berpedoman
pada:

a) Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2018 tentang Kecamatan, pemerintah daerah kabupaten/kota
mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk
pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

b) untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran
paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD dihitung dari
pendapatan setelah dikurangi DAK, ditambah DAU Tambahan
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

¢) untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang
memiliki desa, menganggarkan paling sedikit sebesar DD
terendah yang diterima desa di kabupaten/kota, ditambah DAU
Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

d) penggunaan untuk pembangunan sarana prasarana lokal
kelurahan dan pemberdayaan masyarakat berpedoman pada
peraturan menteri dalam negeri mengenai kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa

menganggarkan DD yang diterima dari APBN dalam jenis belanja

bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD

kabupaten/kota TA 2026.

10) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa

menganggarkan ADD, dengan ketentuan:
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a) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang
dianggarkan kabupaten/kota dalam APBD atau perubahan
APBD TA berjalan yang diterima oleh kabupaten/kota
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2024;

b) DAU terdiri atas bagian DAU vyang tidak ditentukan
penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan
penggunaannya;

c) DBH merupakan seluruh jenis DBH selain DBH-CHT, DBH-
SDA kehutanan dana reboisasi, DBH-SDA perkebunan sawit,
dan tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka
otonomi  khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d) Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik
khusus termasuk ADD yang diprioritaskan untuk pembayaran
penghasilan tetapnya diteruskan dari rekening pemerintah
kepada rekening desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal
72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

e) penyaluran ADD dilakukan setiap bulan kepada Pemerintah
Desa paling sedikit 1/12 (satu per dua belas) dari kewajiban
ADD yang harus dianggarkan; dan dalam hal ADD yang
dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus
persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki
desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut
dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada
pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar
ADD TA 2025 dan terpisah dari ADD TA 2026.

11) ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU
yang didaftarkan oleh pemerintah desa yang belum tercakup dalam
kepesertaan JKN.

12) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat
memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa
dalam jenis belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau
kabupaten/kota lainnya kepada desa sebagai sumber pendapatan
desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024.

4. PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH PEMBIAYAAN
Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, Pembiayaan
neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit
anggaran.
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4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari :
1) Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

1) Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang
cermatdan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan
realisasi anggaran TA 2025 dalam rangka menghindari
kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2026 yang tidak dapat
didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

2) SIiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD,
pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan
penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan
penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban
kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum
terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target
kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa
belanja lainnya.

3) Dalam hal terdapat SIiLPA yang telah ditentukan penggunaannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada TA
sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA
dimaksud sesuai dengan penggunaannya dan tidak dapat
digunakan salah satunya untuk menutup defisit.

4) Dalam hal terdapat SILPA, diluar SiLPA yang sudah ditentukan
penggunaannya, SiLPA dapat dioptimalisasi untuk:

a) dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA
dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan
DAD dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas
daerah yang harus dipenuhi; dan

b) dalam hal SILPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah,
Pemerintah Daerah diarahkan agar penggunaan SiLPA
dimaksud untuk belanja pelayanan infrastruktur daerah yang
berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah; dan

c) penilaian kinerja layanan menggunakan hasil penilaian kinerja
yang berlaku untuk perhitungan DAU.

2) Pencairan Dana Cadangan

1) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan
pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke RKUD
dalam TA berkenaan.

2) Jumlah dana cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan
dengan Perda mengenai pembentukan dana cadangan
bersangkutan.

3) Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) TA menjadi penerimaan
pembiayaan APBD dalam TA berkenaan.

4) Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan
peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio
yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

5) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

6) Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana
cadangan ke RKUD dianggarkan pada SKPD pengguna dana
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7)

cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hasil bungal/jasa giro/imbal hasil/dividen/keuntungan
(capital gain) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan
dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain PAD yang sah.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Kebijakan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4) Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

10)

Pembiayaan utang daerah adalah setiap penerimaan daerah yang

harus dibayar kembali, baik pada TA yang bersangkutan maupun

pada TA berikutnya.

Pembiayaan utang daerah digunakan untuk membiayai urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pembiayaan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui sumber

dari dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pemerintah tidak memberikan jaminan atas pembiayaan utang

daerah.

Pendapatan dan/atau BMD tidak dapat dijadikan sebagai jaminan

untuk pinjaman daerah.

Nilai bersih maksimal pembiayaan utang daerah dalam 1 (satu) TA

terlebin dahulu mendapat persetuyjuan DPRD pada saat

pembahasan rancangan Perda tentang APBD.

Dalam hal tertentu yaitu kondisi kedaruratan yang mengakibatkan

perkiraan pendapatan daerah mengalami penurunan paling sedikit

20% (dua puluh persen) dari APBD, kepala daerah dapat

melakukan pembiayaan melebihi nilai bersih maksimal yang telah

disetujui DPRD dan dilaporkan sebagai perubahan APBD tahun

yang bersangkutan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 154

ayat (7) Undang- undang Nomor 1 Tahun 2022.

Pembiayaan utang daerah yang memenuhi persyaratan teknis

dapat dilakukan melebihi sisa masa jabatan kepala daerah setelah

mendapat  pertimbangan dari  Menteri, menteri  yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perencanaan pembangunan nasional.

Pembiayaan utang daerah terdiri atas:

a) pinjaman daerabh;

b) obligasi daerah; dan

c) sukuk daerah.

Pinjaman daerah

a) pinjaman daerah merupakan pembiayaan utang daerah yang
diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk
surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah
uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain,
sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

b) pinjaman daerah dapat bersumber dari:
(1) Pemerintah;
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(2) Pemerintah Daerah lain;
(3) Lembaga Keuangan Bank (LKB); dan/atau
(4) Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

c) pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah diberikan
melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri
dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perencanaan pembangunan nasional.

d) pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dapat
dilakukan melalui penugasan LKB/LKBB.

e) pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka
(2), angka (3), dan angka (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan pemberi pinjaman.

f) pinjaman daerah dapat berbentuk konvensional atau syariah.

g) pinjaman daerah dilakukan dalam rangka:

(1) pengelolaan kas;
pinjaman daerah yang digunakan dalam rangka pengelolaan
kas hanya digunakan untuk membiayai belanja yang bersifat
mengikat berupa belanja gaji dan tunjangan, belanja listrik,
belanja air, belanja Alat Tulis Kantor (ATK), dan bukan untuk
membiayai belanja infrastruktur;

(2) pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah;
pinjaman daerah yang digunakan dalam rangka pembiayaan
pembangunan infrastruktur daerah yang melewati tahun
anggaran penganggarannya harus mengikuti mekanisme
tahun jamak. Selanjutnya, penganggaran pinjaman daerah
dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal
penyusunan APBD TA 2026;

(3) pengelolaan portofolio utang daerah; dan/atau

(4) penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada
BUMD.

h) pinjaman daerah dalam rangka pengelolaan kas dilakukan tidak
dengan persetujuan DPRD dan harus dilunasi dalam TA
berkenaan.

i) pinjaman daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan
infrastruktur daerah dapat berupa pinjaman tunai dan/atau
pinjaman kegiatan.

j) pinjaman daerah dalam rangka penerusan pinjaman kepada
BUMD berupa penugasan dari pemerintah/Pemerintah Daerah
kepada BUMD untuk membiayai program, kegiatan, dan
subkegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Untuk penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD
yang bukan merupakan program, kegiatan, dan subkegiatan
yang bersifat strategis nasional harus mendapatkan persetujuan
Menteri.

k) dalam hal pinjaman selain dari pinjaman daerah yang bersumber
dari pemerintah, Menteri tidak memberikan pertimbangan
pinjaman daerah dan Pemerintah Daerah cukup melakukan
penyampaian salinan perjanjian pinjaman daerah yang telah
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ditanda tangani kepala daerah dan pemberi pinjaman kepada
Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.
11)Pemerintah Daerah menganggarkan pinjaman luar negeri yang
diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah dan hibah luar negeri
yang diteruspinjamkan ke Pemerintah Daerah yang diterima dan
diteruskan oleh pemerintah pusat sesuai perjanjian penerimaan
pinjaman yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan/atau hibah
luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
12)Pemerintah Daerah wajib membayar kewajiban pembiayaan utang
daerah pada saat jatuh tempo.
13)Dana untuk membayar kewajiban pembiayaan utang daerah
dianggarkan dalam APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban.
14)Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menganggarkan pembayaran
kewajiban pembiayaan utang daerah, kepala daerah dan DPRD
dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak
keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan selama 6 (enam) bulan.
15)Dalam hal Pemerintah Daerah tidak membayar kewajiban pinjaman
daerah yang bersumber dari pemerintah dan lembaga yang
mendapat penugasan dari pemerintah yang telah jatuh tempo,
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan dapat melakukan pemotongan dana TKD yang tidak
ditentukan penggunaannya setelah berkoordinasi dengan Menteri.
16)Pemerintah Daerah dapat melakukan pembiayaan utang daerah
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk
menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada
pihak penerima pinjaman sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk
pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan
untuk :
a. Pembentukan Dana Cadangan
1) Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai
kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak
dapat dibebankan dalam 1 (satu) TA.
2) Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3) Kebutuhan lainnya sesuai amanat ketentuan peraturan perundang-
undangan berupa dukungan anggaran pendanaan kegiatan
pemilihan gubernur/bupati/wali kota.
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4)

5)

6)

7

8)

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan

daerah kecuali dari:

a) DAK;

b) pinjaman daerah; dan

Cc) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk
pengeluaran tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda mengenai

pembentukan dana cadangan. Perda tersebut paling sedikit

memuat:

a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b) program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dibiayai dari dana
cadangan;

C) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;

d) sumber dana cadangan; dan;

e) TA pelaksanaan dana cadangan.

Perda mengenai pembentukan dana cadangan dimaksud

ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala daerah dan

DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Pembentukan dana cadangan tidak dapat dilakukan pada

perubahan APBD TA berkenaan, kecuali diatur lain dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan

peruntukannya, dana tersebut dapat diinvestasikan dalam portofolio

yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Hasil investasi

dicantumkan sebagai lain-lain PAD yang sah.

. Penyertaan Modal Daerah

1)

2)

3)

4)

5)

Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau

BUMN.

Penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang

akan disertakan dalam APBD TA 2026 telah ditetapkan dalam

Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah

bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD TA 2026.

Penyertaan modal daerah tidak dapat dilakukan pada perubahan

APBD TA berkenaan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah

memperhatikan ketentuan:

a) dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah
Daerah harus menyusun perencanaan investasi Pemerintah
Daerah dan analisis penyertaan modal daerah sebelum
disetujui oleh kepala daerah.

b) analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat
investasi yang independen dan profesional, serta ditetapkan
oleh kepala daerah.
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c) penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan
pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan
perekonomian  daerah dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial,
dan/atau manfaat lainnya.

d) pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak
diterbitkan Perda tersendiri, sepanjang jumlah anggaran
penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan
modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai
penyertaan modal bersangkutan.

e) dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah
ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal,
Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai
penyertaan modal dimaksud sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

6) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan, dan mendukung
BUMD agar dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang,
maka Pemerintah Daerah dapat menjadi pemegang saham,
melakukan penambahan penyertaan modal, memperbaiki
komposisi pemegang saham. Khusus untuk BUMD sektor
perbankan, penguatan struktur permodalan dimaksud harus
memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan otoritas asa
keuangan yang terkait pemenuhan Capital Adequacy Ratio (CAR)
dan kepemilikan bank umum.

7) Pemerintah Daerah diminta memenuhi modal inti minimum bank
pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020
tentang Konsolidasi Bank Umum, paling lambat 31 Desember 2024.

8) Perusahaan daerah yang menjadi BUMD dengan kepemilikan
saham 1 (satu) daerah dibawah 51% (lima puluh satu persen),
daerah tersebut wajib menyesuaikan kepemilikan sahamnya
menjadi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) paling lama 5
(lima) tahun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

9) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah
dapat menganggarkan investasi jangka panjang non-permanen
dalam bentuk dana bergulir.

10) Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat
melakukan kerja sama dengan BUMD lembaga keuangan
perbankan, lembaga keuangan nonperbankan, atau lembaga
keuangan lainnya.

11) Dalam rangka mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan
pencapaian target Indonesia Emas Tahun 2045, Pemerintah
Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM).

12) Penguatan struktur permodalan kepada PDAM dimaksud dilakukan
melalui penyertaan modal untuk penambahan, peningkatan,
perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum,
serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.
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Selanjutnya, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan
penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas
pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai Target
Indonesia Emas 2045 di bidang Air Minum, yaitu 70% (tujuh puluh
persen) air siap minum melalui perpipaan dan 100% (seratus
persen) air minum aman sesuai karakteristik wilayah.

c. Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah

1)

2)

3)

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

a) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan
pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian
pembiayaan utang dan pelaksanaannya merupakan prioritas
utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus
diselesaikan dalam TA berkenaan berdasarkan perjanjian
pembiayaan utang.

b) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan
pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban
Pemerintah Daerah harus dianggarkan dalam APBD setiap tahun
sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud, termasuk yang
diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU.

c) Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk
pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat
melakukan penambahan pembayaran melalui mendahului
perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada
tentang penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada
pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda
tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah
yang melakukan Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD TA 2026.

Pembelian Kembali Obligasi.

a) Pemerintah Daerah dapat membeli kembali Obligasi Daerah
yang diterbitkan.

b) Obligasi Daerah yang dibeli kembali diperlakukan sebagai
pelunasan atas Obligasi Daerah tersebut.

c) Tata cara pembelian kembali Obligasi Daerah oleh Pemerintah
Daerah berpedoman pada peraturan Menteri keuangan
mengenai pembelian Kembali obligasi daerah oleh Pemerintah
Daerah.

Pembelian Kembali Sukuk

a) Pemerintah Daerah dapat membeli kembali Sukuk Daerah yang
diterbitkan.

b) Sukuk Daerah yang dibeli kembali diperlakukan sebagai
pelunasan atas Sukuk Daerah tersebut.

c) Tata cara pembelian kembali Sukuk Daerah oleh Pemerintah
Daerah berpedoman pada peraturan Menteri keuangan
mengenai pembelian Kembali obligasi daerah oleh Pemerintah
Daerah.

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1)

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan
pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah
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pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, BUMN, koperasi,
dan/atau masyarakat.

2) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan DPRD.

3) Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan
PPAS.

4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur
dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
Penyusunan Perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 merupakan tindak
lanjut dari Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) yang telah dibahas dan disepakati
bersama oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Kendal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026. Berikut kami sampaikan postur Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai
berikut:
POSTUR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
KODE URAIAN KUPA PPASP
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 800.239.693.373
4.1.01 | Pajak Daerah 514.766.537.139
4.1.02 | Retribusi Daerah 254.856.553.995
4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 25.300.541.989
4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah 5.316.060.250
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.774.115.438.713
4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.619.609.295.000
4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah 154.506.143.713
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0
4.3.01 | Pendapatan Hibah 0
Jumlah Pendapatan | 2.574.355.132.086
5 BELANJA
51 BELANJA OPERASI 2.025.246.313.700
5.1.01 | Belanja Pegawai 1.319.184.666.084
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa 599.601.505.616
5.1.05 | Belanja Hibah 104.560.142.000
5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial 1.900.000.000
5.2 BELANJA MODAL 278.934.199.273
5.2.01 | Belanja Modal Tanah 0
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KODE

URAIAN

KUPA PPASP

5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

56.758.703.448

5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan 68.461.729.489
5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 141.384.529.336
5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 11.619.237.000
5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya 710.000.000
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 14.467.236.341
5.3.01 | Belanja Tidak Terduga 14.467.236.341
5.4 BELANJA TRANSFER 387.000.274.491
5.4.01 | Belanja Bagi Hasil 55.272.309.114
5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan 331.727.965.377
Jumlah Belanja | 2.705.648.023.805
Total Surplus/(Defisit) | (131.292.891.719)

6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 131.292.891.719
6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 131.292.891 719
6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan 0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 131.292.891.719
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0
6.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan 0
6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah 0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0

Pembiayaan Netto

131.292.891.719

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun
Berkenaan

0

TOTAL APBD

2.705.648.023.805

Sedangkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 pada masing-masing OPD, dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
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PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

KUPA PPASP 2026

NO PERANGKAT DAERAH PEMBIAYAAN
PENDAPATAN BELANJA PENERIMAAN | PENGELUARAN
1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 12.500.000 865.785.686.883 0 0
2 | DINAS KESEHATAN DAERAH 69.930.000.000 382.325.932.470 0 0
3 | RUMAH SAKIT UMUM dr. H. SOEWONDO 147.500.000.000 165.220.251.986 0 0
4 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 190.000.000 170.749.435.027 0 0
5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 690.000.000 18.495.899.848 0 0
PERMUKIMAN
6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 0 22.644.678.934 0 0
KEBAKARAN
7 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 6.234.239.758 0 0
8 | DINAS SOSIAL 0 13.658.848.335 0 0
9 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0 14.387.275.607 0 0
10 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.806.000.000 39.573.750.400 0 0
11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 13.207.322.171 0 0
12 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 17.386.174.737 0 0
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA 0 15.333.015.822 0 0
13 | BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
14 | DINAS PERHUBUNGAN 2.106.590.000 57.167.522.013 0 0
15 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 18.030.177.074 0 0
16 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 21.100.000.000 6.986.083.150 0 0
TERPADU SATU PINTU
17 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.714.000.000 56.121.992.795 0 0
18 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0 10.535.079.750 0 0
19 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 795.550.000 10.383.361.491 0 0
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KUPA PPASP 2026

NO PERANGKAT DAERAH PEMBIAYAAN
PENDAPATAN BELANJA PENERIMAAN | PENGELUARAN
20 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 100.000.000 26.403.828.915 0 0
21 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA 8.408.570.745 32.703.155.720 0 0
KECIL DAN MENENGAH
22 | SEKRETARIAT DAERAH 25.300.541.989 59.723.413.637 0 0
23 | SEKRETARIAT DPRD 0 73.885.274.250 0 0
24 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN 0 9.649.963.307 0 0
INOVASI DAERAH
o5 [B)ﬁ[ég;l\:ENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 1.778.934.842.213 413.293.114.844 | 131.292.891.719 0
26 | BADAN PENDAPATAN DAERAH 514.766.537.139 17.219.241.816 0 0
27 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 0 13.524.479.214 0 0
SUMBER DAYA MANUSIA
28 | INSPEKTORAT DAERAH 0 27.868.258.683 0 0
29 | KECAMATAN KENDAL 0 24.432.504.418 0 0
30 | KECAMATAN PATEBON 0 3.295.758.258 0 0
31 | KECAMATAN PEGANDON 0 3.654.143.330 0 0
32 | KECAMATAN WELERI 0 3.103.826.886 0 0
33 | KECAMATAN GEMUH 0 3.696.146.202 0 0
34 | KECAMATAN CEPIRING 0 3.092.839.475 0 0
35 | KECAMATAN KALIWUNGU 0 3.680.980.830 0 0
36 | KECAMATAN BRANGSONG 0 2.993.741.308 0 0
37 | KECAMATAN BOJA 0 4.113.654.826 0 0
38 | KECAMATAN LIMBANGAN 0 3.750.307.769 0 0
39 | KECAMATAN SINGOROJO 0 3.490.700.755 0 0
40 | KECAMATAN SUKOREJO 0 2.817.078.533 0 0
41 | KECAMATAN PATEAN 0 3.168.778.732 0 0
42 | KECAMATAN PAGERUYUNG 0 3.037.875.386 0 0
43 | KECAMATAN PLANTUNGAN 0 3.062.117.905 0 0
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KUPA PPASP 2026

NO PERANGKAT DAERAH PEMBIAYAAN
PENDAPATAN BELANJA PENERIMAAN | PENGELUARAN
44 | KECAMATAN ROWOSARI 0 3.398.975.074 0 0
45 | KECAMATAN KANGKUNG 0 3.548.079.401 0 0
46 | KECAMATAN RINGINARUM 0 3.025.707.049 0 0
47 | KECAMATAN NGAMPEL 0 2.677.500.047 0 0
48 | KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN 0 2.578.251.706 0 0
49 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 40.531.597.278 0 0
JUMLAH | 2.574.355.132.086 | 2.705.648.023.805 | 131.292.891.719 0
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HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIPERHATIKAN.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Perubahan RKA-SKPD
Tahun Anggaran 2026 adalah :

1.

Perubahan RKA-SKPD terdiri dari Perubahan RKA-SKPD Pendapatan,
Perubahan RKA-SKPD Belanja, Perubahan RKA-SKPD Rincian Belanja
dan Perubahan RKA-SKPD Pembiayaan sebagai bahan Penyusunan
Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026
agar dibuat sebagaimana Format/Petunjuk dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri_Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah _dan_ merupakan hasil download
melalui__aplikasi _Sistem Informasi_Pemerintahan Daerah (SIPD)
Kementerian Dalam Negeri dengan tetap memperhatikan standarisasi
indeks harga yang telah ditetapkan Kepala Daerah serta dikirimkan kepada
Bupati Kendal dengan tembusan :

a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kendal,

b. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal

Agar Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran
2026 selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka Perubahan RKA-
SKPD APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 dikirim paling
lambat tanggal 17 September 2026;

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dalam rangka
melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan form
yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026;

Penamaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan baru, kode rekening
pendapatan, dan kode rekening belanja agar disesuaikan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun
2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Usulan Penambahan kegiatan dan Sub Kegiatan baru, serta kode rekening
pendapatan dan kode rekening belanja dalam aplikasi SIPD agar
dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Kendal, dan harus dituangkan dalam Berita Acara
hasil persetujuan bersama Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD;
Alokasi plafon anggaran sementara belanja daerah per SKPD, per
program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Perubahan KUPA-
PPASP APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati bersama
dengan Pimpinan DPRD.
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8. Kepala SKPD bertanggung jawab sepenuhnya secara administrasi, teknis
dan fisik terhadap keseluruhan materi Perubahan RKA-SKPD Tahun
Anggaran 2026 yang telah disusun;

9. Hal-hal lain yang kurang jelas/belum diatur dalam Surat Edaran ini agar
dikoordinasikan/dikonsultasikan dengan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Cq. Bidang Anggaran.

Demikian, Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan agar
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab
sebagaimana ketentuan yang berlaku.

i Kendal

G Septembar 2024
ENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI, SE., MM.
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